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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyusunan 
rencana kerja sekolah di SMK N 2 Yogyakarta.  Variabel dalam penelitian ini 
mencakup (1) Pelaksanaan SPMI, (2) Persiapan penyusunan RKS dan RKAS, 
(3) Tahapan penyusunan RKS dan RKAS, serta (4) tahapan pengesahan dan 
sosialisasi RKS dan RKAS. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat non 
eksperimental dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan menggunakan angket, 
wawancara dan dokumen. Teknik analisis data untuk data angket menggunakan 
analisis statistik deskriptif, untuk data wawancara menggunakan reduksi data dan 
penarikan kesimpulan, sedangkan untuk data dokumen dengan menggunakan 
studi dokumen. Untuk uji validitas instrumen menggunakan metode penilaian 
para ahli (Judgment Expert).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi penyusunan 
rencana kerja sekolah di SMK N 2 Yogyakarta tergolong sangat baik dengan 
implementasinya mencapai sebesar 90.9%, dengan (1) Pelaksanaan SPMI 
mencapai 91.3% dengan kategori sangat baik, yang mencakup pelaksanaan 
EDS sebesar 92.7%, capaian mutu 79.4%, identifikasi masalah 90.1%, dan 
penyusunan rekomendasi program sebesar 94.4%, (2) Persiapan penyusunan 
RKS dan RKAS yaitu mencapai 92.2%, dengan pembentukan tim penyusun 
sebesar 92.5%, dan pembekalan/pemahaman regulasi penyusunan sebesar 
92.1%, (3) Tahapan penyusunan RKS dan RKAS juga sangat baik, untuk 
tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta mencapai 89.9%, dan untuk 
tahapan penyusunan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta mencapai 91%, serta (4) 
Pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS mencapai 89.9%, dengan rincian 
pengesahan dan sosialisasi RKS sebesar 90.1%, dan untuk pengesahan dan 
sosialisasi RKAS sebesar 89.6%. 
 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan, Persiapan, Penyusunan, Pengesahan & Sosialisasi, 
RKS  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Dengan pendidikan manusia dapat hidup dengan lebih baik. Dalam 
bukunya Driyakara (1980: 32) pendidikan merupakan gejala semesta 
(fenomena universal) dan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimanapun 
manusia berada. Ini artinya pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 
melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan dalam UU Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara. Dengan pendidikan yang berkualitas baik suatu Negara dapat 
menjadi Negara yang maju, makmur dan sejahtera, hal ini dikarenakan dengan 
pendidikan manusia mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam 
memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya. Pendidikan dapat 
dikatakan berhasil apabila proses pendidikan berjalan dengan baik dengan 
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tujuan yang direncanakannya tercapai. Di Indonesia sendiri pada hakikatnya 
pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan tersebut dicantumkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.  
Pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip penyelenggaraannya 
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif. 
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Maka dari 
itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu merupakan 
bentuk layanan pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan 
pendidikannya. Untuk menjamin pendidikan yang bermutu tersebut dibuatlah 
SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) melalui Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009.  
Bermutu atau tidaknya pendidikan dipengaruhi oleh pengelolaan dan 
penyelenggaraan dalam pendidikan tersebut. Di Indonesia pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam 
peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan di 
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Indonesia dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten atau kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh 
masyarakat, dan satuan atau program pendidikan. Pemerintah melalui menteri 
pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta 
merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional pendidikan. Selain itu 
pemerintah juga melakukan pengarahan, pembimbingan, supervisi, 
pengawasan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan mengendalikan 
penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional, 
melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, yang kemudian 
diteruskan oleh satuan atau program pendidikan yang ada pada tiap-tiap 
daerah di Indonesia ini.  
Pengelolaan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan pada 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
didasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dengan prinsip MBS 
(Manajemen Berbasis Sekolah). SPM adalah kriteria minimal yang berupa nilai 
kumulatif dalam pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan). SNP 
mencakup delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar 
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 
penilaian pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 49 dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 49 
disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan di satuan atau program pendidikan 
menerapkan prinsip MBS. MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan 
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memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) yang lebih besar 
kepada sekolah, memberikan keluwesan kepada sekolah, serta mendorong 
partisipasi secara langsung pada warga sekolah dan masyarakat dalam 
meningkatkan mutu sekolah dengan mengacu pada kebijakan pendidikan 
nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah bersama 
dengan masyarakat diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya 
sekolah dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan 
potensi setempat, serta mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah. 
Dengan penerapan prinsip MBS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 
mutu, pemerataan, dan relevansi dalam pendidikan, akan tetapi secara realita 
di lapangan penerapan MBS belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yang 
dikarenakan (1) pemangku kepentingan belum paham secara utuh dan 
menyeluruh mengenai konsep MBS, (2) masih adanya kesulitan dalam 
menerapkan prinsip-prinsip MBS (kemandirian, kerjasama, partisipasi, 
keterbukaan, dan akuntabilitas), (3) belum optimalnya partisipasi pemangku 
kepentingan sekolah, dan belum optimalnya kerjasama yang kompak dalam 
menerapkan manajemen berbasis sekolah (Depdiknas, 2009: 31-32).  
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga dijelaskan bahwa satuan 
atau program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
dan pendidikan menengah wajib bertanggung jawab mengelola sistem 
pendidikan nasional disatuan atau program pendidikannya serta merumuskan 
dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 
Kebijakan pendidikan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana kerja 
tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan 
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pendidikan, dan peraturan satuan atau program pendidikan. Hal ini bertujuan 
untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang efektif, efisien, dan 
akuntabel.  
Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pendidikan di 
Indonesia, Menteri pendidikan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 yang berisi tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan. Tujuan dirumuskannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
ini yaitu agar pengelolaan pendidikan pada satuan atau program pendidikan 
untuk tiap-tiap daerah di Indonesia dapat memiliki kualitas yang sama. Isi 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 ini 
yaitu setiap satuan atau program pendidikan wajib memenuhi standar 
pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan 
pendidikan ini berisi tentang perencanaan program, pelaksanaan rencana 
kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, dan 
sistem informasi manajemen. 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan disebutkan bahwa satuan atau 
program pendidikan diwajibkan membuat perencanaan program dalam bentuk 
RKS (Rencana Kerja Sekolah) yang terdiri dari RKJM (Rencana Kerja Jangka 
Menengah), dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) yang dinyatakan dalam RKAS 
(Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). RKJM merupakan suatu 
dokumen yang berisi tentang rencana kerja selama empat tahun ke depan di 
dalam satuan atau program pendidikan yang bersangkutan dengan 
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan, sedangkan RKT adalah dokumen yang berisi tentang 
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rencana program pengembangan sekolah dalam periode satu tahun ke depan 
dengan disusun berdasarkan RKJM yang telah disusun. Maka dari itu dapat 
disimpulkan bahwa, RKJM merupakan gambaran umum tentang rencana 
pengembangan sekolah dalam periode empat tahunan yang kemudian 
dirincikan pelaksanaannya per satu tahunan kedalam RKT.  
Rencana Kerja Sekolah merupakan dokumen yang sangat penting. 
Rencana Kerja Sekolah berfungsi sebagai berikut: 
1. Acuan dasar dalam pelaksanaan program-program yang telah disusunnya 
sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. 
2. Penentuan prioritas dalam membuat target yang akan dicapai dalam 
jangka pendek, menengah, dan panjang. 
3. Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah saat ini 
dengan kondisi sekolah yang diharapkan. 
4. Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program 
dan hasil yang telah dicapai, guna untuk memperoleh umpan balik untuk 
bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana selanjutnya. 
5. Dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melaksanakan monitoring dan 
evaluasi keterlaksanaan program dan pertimbangan dalam melakukan 
pembinaan kepada sekolah. 
6. Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam kerangka 
pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 
7. Untuk memberikan gambaran kepada stakeholders sekolah terhadap 
segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan.   
 
7 
 
Penyusunan RKS dibuat pada awal tahun pertama untuk empat tahun 
mendatang dengan memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat, dan juga 
Standar Nasional Pendidikan. RKS disusun berdasarkan dari pelaksanaan 
SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekolah. Pelaksanaan SPMI, terdiri 
dari analisis profil dan rekomendasi hasil melalui kegiatan EDS (Evaluasi Diri 
Sekolah). Analisis profil merupakan kegiatan mengkaji hasil EDS yang berupa 
pemenuhan indikator pada tiap SNP, sedangkan rekomendasi hasil EDS 
merupakan pernyataan yang disusun oleh TPS (Tim Pengembang Sekolah) 
yang mengacu pada alternatif rekomendasi dalam EDS tersebut (Kemdikbud, 
2015: 18). 
Dalam buku Juknis Penyusunan RKS (2010: 11), disebutkan bahwa 
secara umum sekolah telah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah, akan tetapi 
masih banyak sekolah yang belum memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah 
sesuai rambu-rambu yang ada. Selain itu, berdasarkan dari hasil supervisi dan 
masukan pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis KTSP pada tahun 
2009 menunjukan bahwa seluruh sekolah telah menyusun rencana program 
tahunan, akan tetapi masih ada sekolah yang belum menyusun program kerja 
empat tahunan, dan juga belum semua sekolah menyusun program kerja 
secara komperhensif. Salah satu kendala dalam permasalahan-permasalahan 
tersebut yaitu, karena penyusunan program kerja tidak didukung dengan hasil 
analisis konteks dalam mencakup analisa delapan aspek Standar Nasional 
Pendidikan, analisis satuan pendidikan, dan analisis lingkungan satuan 
pendidikan. 
Berdasarkan dari uraian di atas, nampak bahwa dalam penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah masih belum terlaksana dengan baik, akan tetapi di 
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sisi lain penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta 
menunjukan capaian yang sudah baik. Berdasarkan hasil observasi diperoleh 
hasil bahwa SMK N 2 Yogyakarta telah menyusun RKJM (Rencana Kerja 
Sekolah Jangka Menengah), RKT (Rencana Kerja Tahunan) / RKAS (Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekolah), dengan rata-rata keterlaksanaan program yang 
direncanakan berkisar 90% terlaksana. Selain itu SMK N 2 Yogyakarta 
merupakan SMK yang telah terakreditasi A. Sejak tahun 2008 SMK N 2 
Yogyakarta telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008, 
dengan sertifikasi dari TuV Rheinland Cert. Gmbh per tanggal 27 Maret 2008. 
Pada tahun 2009, SMK N 2 Yogyakarta ditetapkan sebagai SMK SBI INVEST 
sampai tahun 2013, melalui Surat Ditjen Mandikdasmen Nomor 
10/C/KEP/MN/2009 tanggal 10 Februari 2009, sedangkan dalam beberapa 
tahun terakhir ini, pada tahun 2015 SMK N 2 Yogyakarta ditetapkan menjadi 
sekolah rujukan oleh Direktorat PSMK Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, dengan SK Nomor 705/D5.2/KP/2016 tertanggal 8 April 2016. 
Selain itu pada tahun 2015 juga, SMK N 2 Yogyakarta memperoleh peringkat 
ke-tiga se-Indonesia untuk sekolah berintegrasi dalam pelaksanaan ujian 
nasional. Berdasarkan dari paparan-paparan tersebut dapat diketahui bahwa 
pengelolaan sekolah di SMK N 2 Yogyakarta tersebut telah dilaksanakan 
dengan baik, dengan termasuk didalamnya dalam penyusunan rencana kerja 
sekolah. Maka dari itu, mencermati lebih dalam tentang bagaimana 
implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah dirasa sangat perlu, 
mengingat Rencana Kerja Sekolah merupakan dokumen yang sangat penting 
dalam pengelolaan sekolah.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan permasalahan. 
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 
1. Penerapan Manajemen Sekolah yang Belum Optimal 
Pengelolaan sekolah dasar dan menengah menerapkan prinsip 
manajemen berbasis sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah 
tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam penerapannya 
masih terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan 
tersebut (Depdiknas, 2009: 31-32), dikarenakan: 
a. Konsep manajemen berbasis sekolah belum dipahami secara utuh dan 
menyeluruh oleh pemangku kepentingan. 
b. Adanya hambatan terhadap perubahan karena kepentingan, ketidak 
mampuan secara teknis dan manajerial, atau tertambat pada tradisi 
dan kelaziman sekolah dan Dinas Pendidikan. 
c. Masih adanya kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen 
berbasis sekolah (kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, 
dan akuntabilitas). 
d. Belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah. 
e. Belum optimalnya kerjasama yang kompak dalam menerapkan 
manajemen berbasis sekolah. 
2. Konsep Perencanaan Pendidikan yang Kurang Dipahami 
Perencanaan pendidikan memiliki peran yang penting. Perencanaan 
pendidikan berada pada posisi pertama dalam proses manajemen 
pendidikan, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, 
dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Sampai saat ini 
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perencanaan pendidikan belum dipahami secara benar dan menyeluruh 
oleh sebagian pengelola pendidikan, sehingga menimbulkan berbagai 
masalah. Masalah-masalah tersebut (Juknis Penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah, 2010: 11) antara lain: 
a. Masih banyak sekolah yang belum memiliki dokumen Rencana Kerja 
Sekolah sesuai rambu-rambu yang ada.  
b. Masih ada sekolah yang belum menyusun program kerja empat 
tahunan sebagaimana yang diatur dalam standar pengelolaan 
pendidikan. 
c. Belum semua sekolah menyusun program kerja sekolah secara 
komperhensif dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan.    
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan di atas, penulis 
tidak dapat membahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, dikarenakan 
adanya keterbatasan waktu dalam meneliti. Oleh karena itu pembahasan 
dalam penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan yang kedua, yaitu 
permasalahan tentang konsep perencanaan pendidikan yang kurang 
dipahami, dengan fokus pada lingkup implementasi penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas tentang implementasi penyusunan 
RKS (Rencana Kerja Sekolah), dirumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut, yaitu bagaimana implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah di 
SMK N 2 Yogyakarta?  
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian 
sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui implementasi penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta.  
F. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara 
praktis. 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu: 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
pengetahuan yang lebih mendalam tentang implementasi penyusunan 
RKS. Hal ini penting, karena RKS merupakan acuan dalam 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.  
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 
penelitian yang sejenis. 
2. Manfaat Secara Praktis 
Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu: 
a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 
secara langsung dalam implementasi penyusunan RKS di SMK.  
b.  Bagi SMK N 2 Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat dijadikan data 
dan bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penyusunan 
RKS di waktu yang akan datang.  
c. Bagi sekolah lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 
sekolah-sekolah yang lain, khususnya SMK. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Penjaminan Mutu Pendidikan  
a. Pengertian  
Mutu adalah kemampuan yang dimiliki suatu produk, yang dapat 
memenuhi kebutuhan atau harapan. Secara keseluruhan, mutu diawali 
dengan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan diakhiri 
dengan menindaklanjuti, sehingga terbentuk peningkatan kualitas yang 
semakin baik dari waktu ke waktu. Siklus tersebut dipopulerkan oleh 
Deming, yaitu siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) (Kemdikbud, 
2012: 10), siklus ini digambarkan seperti berikut: 
  
Gambar 1. Siklus PDCA 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dijelaskan, 
mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang 
dapat diraih melalui penerapan sistem pendidikan nasional. Untuk 
menjamin mutu pendidikan, dibentuk suatu kegiatan yang sistemik dan 
terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan 
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atau program pendidikan, pemerintah daerah/kota, pemerintah 
provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat, kegiatan ini disebut 
dengan penjaminan mutu pendidikan. Agar dalam pelaksanaan 
penjaminan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka 
dibentuk suatu sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
(SPMP).  
Secara kelembagaan, SPMP berperan sebagai bagian dari 
keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP memiliki tugas dan 
tanggung jawab dalam mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, 
kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. Dalam 
implementasinya SPMP terdiri atas rangkaian kegiatan pengumpulan 
data, analisa data, pelaporan/pemetaan, penyusunan rekomendasi, 
dan upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program 
peningkatan mutu pendidikan. Tahapan kegiatan dalam SPMP tersebut 
dilakukan secara kolaboratif antara satuan pendidikan dengan 
penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah 
kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat 
(Kemendikbud, 2012: 9).  
SPMP merupakan kegiatan yang berbentuk alur siklus yang 
terpadu dan berkelanjutan. Alur siklus SPMP digambarkan sebagai 
berikut (Kemdikbud, 2012: 10): 
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Gambar 2. Alur Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Keterangan: 
1. Lingkaran besar merupakan siklus penjaminan mutu pendidikan 
yang dilakukan oleh sekolah atau disebut dengan sistem 
penjaminan mutu pendidikan internal. Kegiatan dalam siklus 
tersebut terdiri dari pengembangan standar mutu, penetapan 
standar, perencanaan pemenuhan, pemenuhan standar, dan 
audit/evaluasi. 
2. Dalam langkah pemenuhan standar dan audit/evaluasi mengacu 
pada pedoman pemenuhan mutu. Pedoman mutu mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
3. Pedoman pemenuhan mutu dijadikan acuan dalam melakukan 
Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). Kerangka 
kegiatan MSPD juga didasarkan pada SNP dan hasil audit/evaluasi 
internal sekolah. Hasil MSPD dapat dijadikan peta mutu dan atau 
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profil mutu, dan dari profil mutu tersebut dapat dijadikan sebagai 
rencana intervensi pemerintah dan pemerintah daerah. 
4. Intervensi pemerintah dan pemerintah daerah meliputi semua 
tahapan dalam penjaminan mutu pendidikan internal yang 
dilakukan oleh sekolah. 
5. Pada saat terjalin sinergitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan 
oleh sekolah dan pemerintah, maka sekolah tersebut layak 
mendapat status akreditasi.    
b. Tujuan  
Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan aspek pengkajian 
mutu pendidikan, analisis dan pelaporan mutu pendidikan, serta 
peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang 
berkelanjutan. Di Indonesia tujuan akhir dari penjaminan mutu 
pendidikan yaitu tingginya kecerdasan bangsa sesuai yang dicita-
citakan dalam pembukaan UUD 1945 yang dicapai melalui SPMP, 
sedangkan tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah 
terbangunnya SPMP (Kemdikbud, 2012: 24-25), yaitu: 
1) Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan 
informal. 
2) Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan 
proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan pada satuan atau 
program pendidikan, penyelenggara satuan atau program 
pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah pusat. 
16 
 
3) Adanya ketetapan secara nasional tentang acuan mutu dalam 
penjamin mutu pendidikan. 
4) Terpetakannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan 
mutu pendidikan formal dan atau informal. 
5) Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan 
nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang 
handal, terpadu, dan saling terhubung antara satuan atau program 
pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, 
pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. 
c. Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Sekolah 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 
63 Tahun 2009 Pasal 5, disebutkan bahwa sekolah diwajibkan 
melakukan kegiatan penjaminan mutu pendidikan secara internal. 
Penjaminan mutu pendidikan secara internal dilakukan melalui 
kegiatan EDS (Evaluasi Diri Sekolah). Kegiatan EDS ditujukan untuk 
memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu SPM (Standar Pelayanan 
Minimal), SNP (Standar Nasional Pendidikan), dan standar mutu 
pendidikan di atas SNP (Standar Nasional Pendidikan) (Kemdikbud, 
2012: 11).  
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan EDS adalah 
terkumpulnya data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan 
tentang keadaan sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan EDS, 
sekolah harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip yang ada. 
Prinsip dalam melaksanakan EDS yaitu, berbasis pada tujuan, 
beracuan pada kriteria, berasas pada manfaat, dan objektif.  
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1) Berbasis Tujuan 
Kegiatan EDS dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah 
ditetapkan. Tujuan dari EDS ini yaitu menilai kinerja sekolah 
berdasarkan SPM dan SNP, mengetahui tahapan pengembangan 
dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar peningkatan mutu 
pendidikan, dan dijadikan dasar dalam menyusun RKS (Rencana 
Kerja Sekolah) sesuai dengan kebutuhan nyata dalam mencapai 
implementasi SPM dan SNP. 
2) Beracuan Kriteria 
Kegiatan EDS dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria 
keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan SNP 
dan SPM yang dikembangkan oleh sekolah maupun oleh 
pemerintah dan instansi terkait lainnya. 
3) Berasas Manfaat 
Kegiatan EDS dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat 
yang sebesar-besarnya dalam peningkatan mutu pendidikan, salah 
satu manfaatnya yaitu harus mampu menghasilkan rekomendasi 
untuk penyusunan dan perbaikan RKS. 
4) Objektif  
Kegiatan EDS dilaksanakan secara jujur dan apa adanya. 
Berikut merupakan manfaat dalam pelaksanaan EDS:  
1) Bagi Sekolah 
a) Sebagai sumber data dasar yang akurat, sebagai dasar dalam 
pengembangan dan peningkatan mutu di masa yang akan 
datang. 
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b) Untuk mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan di 
sekolah, yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 
merencanakan pengembangan dan peningkatan mutu sekolah 
di masa yang akan datang. 
c) Untuk mengidentifikasikan kekuatan dan peluang yang ada 
dalam peningkatan mutu pendidikan, dan kesesuain program 
dengan hasilnya. 
d) Memberikan laporan formal kepada pemerintah dan pemangku 
kepentingan sekolah, sebagai bentuk akuntabilitas sekolah. 
2) Bagi Pemerintah 
a) Untuk menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan 
dalam perencanaan, pembuatan kebijakan, dan perencanaan 
anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, 
dan nasional. 
b) Untuk mengidentifikasikan bidang prioritas dalam memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. 
c) Untuk mengidentifikasikan jenis dukungan yang dibutuhkan 
oleh sekolah. 
d) Untuk mengidentifikasikan keberhasilan sekolah berdasarkan 
indikator-indikator dalam pencapaian pada standar pelayanan 
minimal dan standar nasional pendidikan. 
Tahapan kegiatan dalam penjaminan mutu pendidikan oleh 
sekolah (Kemdikbud, 2012: 27-31), yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 3. Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu di Sekolah 
1) Pemetaan Mutu 
Pemetaan mutu diartikan sebagai informasi tentang 
pencapaian delapan SNP. Pemetaan mutu dilakukan dengan cara 
seperti berikut. 
a) Menjaring dan Mengumpulkan Informasi Mutu Pendidikan. 
Dalam kegiatan ini mencakup: 
(1) Pembentukan tim pengumpul data mutu pendidikan (data 
pencapaian delapan standar nasional pendidikan). 
(2) Pengisian instrumen untuk menjaring data tentang mutu 
pendidikan, sepertihalnya instrumen evaluasi diri sekolah. 
(3) Pemasukan data dari instrumen ke format data mutu 
pendidikan. 
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(4) Pemeliharaan data, yaitu mengecek kebenaran data mutu 
pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti, dan 
menjaga kemutakhirannya. 
(5) Pengolahan data mutu pendidikan menjadi informasi mutu 
pendidikan, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
rencana kerja sekolah. 
(6) Penyiapan data mutu pendidikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk membantu pengembangan satuan 
pendidikan. 
(7) Pelaporan data mutu pendidikan kepada penyelenggara 
sekolah ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota.  
b) Menyusun Profil Mutu Sekolah 
Profil mutu sekolah adalah gambaran tingkat capaian 
prestasi sekolah dalam upaya pemenuhan SNP. Profil mutu 
sekolah dapat disusun dengan langkah sebagai berikut:  
(1) Sekolah menentukan acuan mutu pendidikan sebagai 
acuan atau patok duga dalam standar pelayanan minimal 
maupun standar nasional pendidikan. 
(2) Mengolah data mutu pendidikan menjadi profil mutu 
pendidikan. 
(3) Profil mutu pendidikan di sekolah berisi kesenjangan antara 
keadaan nyata posisi setiap standar di sekolah dengan 
delapan aspek standar pada standar nasional pendidikan. 
(4) Menyampaiakan laporan profil mutu pendidikan kepada 
Dinas Pendidikan kabupaten/kota. 
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2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan 
Pemenuhan standar nasional pendidikan dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
a) Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar 
penyusunan program peningkatan mutu dalam rencana kerja 
sekolah. 
b) Melakukan perbaikan mutu pendidikan yang kemudian 
dituangkan dalam RKS. 
3) Pemantauan 
Pemantauan dilakukan oleh sekolah dengan cara 
pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar nasional 
pendidikan, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam 
pemenuhannya, serta melakukan penilaian internal terhadap 
pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. 
4) Pelaporan 
Melaporkan hasil penjaminan mutu sekolah ke Dinas 
Pendidikan kabupaten/kota untuk dijadikan bahan dalam 
penyusunan program peningkatan mutu pada tahun berikutnya. 
5) Pengembangan Standar di Atas Standar Nasional Pendidikan 
Sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan 
dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi. 
Upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka 
penjaminan mutu oleh sekolah dapat dilakukan secara langsung (feed 
forward) setelah diketahui adanya kekurangan. Kepala sekolah dapat 
secara langsung melakukan tindakan peningkatan mutu sekolah 
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melalui supervisi (pengawasan), tanpa harus merubah RKAS 
(Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). Untuk lebih jelasnya seperti 
pada Gambar dibawah ini. 
 
Gambar 4. Mekanisme Peningkatan Mutu di Sekolah 
2. Konsep Perencanaan Pendidikan 
a. Perencanaan Pendidikan 
Perencanaan pendidikan merupakan salah satu unsur dalam 
manajemen pendidikan. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai 
panduan dalam pelaksanaan pendidikan, pengendalian pendidikan, 
dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan 
merupakan suatu proyeksi tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan 
dilakukan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 
Kegiatan perencanaan terdiri dari mengidentifikasi, menginventarisasi 
dan menyeleksi kebutuhan sesuai prioritas, mengadakan spesifikasi 
yang lebih rinci terhadap hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi 
persyaratan yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap kebutuhan, serta 
mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan/alternatif, strategi, dan 
sasaran (Manap Somantri, 2014: 1-2). 
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling besar 
kemungkinannya untuk dilaksanakan. Dengan perencanaan dapat 
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dijelaskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup pekerjaan 
yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat, berbagai sumber daya 
lain yang dibutuhkan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang 
digunakan. Melalui perencanaan yang baik (komprehensif, terintegrasi, 
dan strategi yang tepat) dapat meminimalisir terjadinya kegagalan 
(Manap Somantri, 2014: 2-3).  
b. Pendekatan dalam Perencanaan Pendidikan 
Manajemen pendidikan ditujukan untuk membantu dalam 
memenuhi keperluan akan tenaga kerja, perluasan kesempatan 
pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan efektifitas 
dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.  
Berdasarkan dari tujuan-tujuan pendidikan yang ada, timbulah 
pandangan atau pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Secara 
umum pendekatan dalam perencanaan pendidikan dibagi menjadi 
empat. Pendekatan-pendekatan dalam perencanaan pendidikan 
tersebut yaitu: 
1) Pendekatan Kebutuhan Sosial  
Perencanaan pendidikan dengan pendekatan kebutuhan 
sosial menekankan pada pembebasan masyarakat dari kebodohan 
dan kemiskinan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana 
perencanaan pendidikan dapat memfasilitasi semua orang untuk 
memperoleh pendidikan yang memadai, yang mana sejatinya 
pendidikan itu merupakan hak setiap warga negara yang tidak 
dibatasi oleh ekonomi, fisik, ataupun faktor sosial budaya yang lain. 
Pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus selalu berupaya 
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untuk memfasilitasi semua penduduk usia sekolah untuk 
memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya. (Manap Somantri, 
2014: 4-5). 
2) Pendekatan Perencanaan Ketenagakerjaan 
Pendekatan perencanaan ketenagakerjaan menekankan 
pada kesesuain antara lulusan dengan keperluan tenaga kerja di 
berbagai bidang. Penerapan pendekatan perencanaan 
ketenagakerjaan ini tertuang dalam kebijakan link and match atau 
kurikulum berbasis kompetensi, penerapan konsep life skill, dan 
sebagainya. Pendekatan perencanaan ketenagakerjaan ini untuk 
mempersiapkan sumber daya manusia untuk menjadi tenaga kerja 
yang handal dan produktif di masa yang akan datang (Manap 
Somantri, 2014: 5). 
3) Pendekatan Untung Rugi dalam Perencanaan Pendidikan 
Pendekatan untung rugi dalam perencanaan pendidikan ini 
lebih mengarah ke ekonomi. Pendidikan dipandang sebagai 
investasi sumber daya manusia, maka dari itu masalah untung rugi 
menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan 
(Manap Somantri, 2014: 5). 
4) Pendekatan Analisis Keefektifan Biaya 
Pendekatan analisis keefektifan biaya menekankan pada 
penggunaan anggaran dan fasilitas secara seefektif dan seefisien 
mungkin. Pendekatan analisis keefektifan biaya ini menganut 
prinsip produktivitas, yakni dengan anggaran yang ada digunakan 
untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan pendekatan ini 
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penyelenggara pendidikan akan menghindari adanya pemborosan 
dalam pembiayaan pendidikan dan akan berupaya sebaik mungkin 
dalam mencapai tujuan pendidikan secara cepat dan tepat (Manap 
Somantri, 2014: 6). 
Perencanaan pendidikan yang baik akan menerapkan keempat 
pendekatan tersebut, dikarenakan dengan mempertimbangkan 
keempat pendekatan tersebut perencanaan pendidikan akan 
seimbang. 
c. Bentuk-Bentuk Perencanaan Pendidikan 
Perencanaan pendidikan dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu: 
1) Ditinjau dari Segi Waktu 
Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraannya, perencanaan 
pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan 
jangka panjang (11-30 tahun), perencanaan jangka menengah 
(antara 5-10 tahun), dan perencanaan jangka pendek (1-4 tahun). 
Perencanaan jangka pendek merupakan bagian dari perencanaan 
jangka menengah, dan perencanaan jangka menengah merupakan 
bagian dari perencanaan jangka panjang, yang artinya ketiga 
perencanaan tersebut pada dasarnya adalah satu perencanaan, 
hanya saja waktu pengerjaannya dibagi menjadi tiga tahap atau 
periode (Manap Somantri, 2014: 7). 
2) Ditinjau dari Segi Ruang Lingkup 
Ditinjau dari ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan 
dibagi menjadi tiga (Manap Somantri, 2014: 8), yaitu: 
a) Perencanaan Makro 
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Perencanaan makro merupakan perencanaan dalam ruang 
lingkup nasional. 
b) Perencanaan Meso 
Perencanaan meso merupakan perencanaan dalam ruang 
lingkup regional. 
c) Perencanaan Mikro 
Perencanaan mikro merupakan perencanaan dalam ruang 
lingkup kecil. Perencanaan mikro meliputi perencanaan pada 
lingkup institusi, lembaga, atau satuan pendidikan. 
3) Ditinjau dari Segi Pendekatan 
Ditinjau dari segi pendekatannya, perencanaan pendidikan 
dibagi menjadi empat, yaitu: 
a) Perencanaan Terintegrasi 
Perencanaan terintegrasi adalah perencanaan yang 
mencakup keseluruhan aspek pendidikan sebagai suatu sistem 
dalam pola pembangunan nasional. Perencanaan terintegrasi 
dalam bidang pendidikan bermakna bahwa bidang pendidikan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bidang-
bidang yang lain (Manap Somantri, 2014: 8-9).  
b) Perencanaan Komprehensif 
Perencanaan komprehensif adalah perencanaan yang 
disusun secara sistematis dan sistematik, sehingga membentuk 
satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dalam bidang 
pendidikan, perencanaan komprehensif adalah perencanaan 
pendidikan yang disusun secara sistematis, yang menghasilkan 
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satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, mulai dari 
perencanaan pengembangan pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. Pengembangan 
perencanaan pendidikan ini di Indonesia berkaitan dengan 
delapan aspek standar nasional pendidikan, dan hal lain yang 
berkaitan dengan pengembangan penyelenggaraan pendidikan 
(Manap Somantri, 2014: 8-9).   
c) Perencanaan Strategis 
Perencanaan strategis adalah perencanaan yang disusun 
berdasarkan skala prioritas, penentuan prioritas ini biasanya 
dimulai dari bagian dasar pada suatu sistem. Dalam dunia 
pendidikan prioritas ini biasanya dimulai dari jenjang pendidikan 
dasar yang kemudian jika sudah terpenuhi barulah bergeser 
pada jenjang pendidikan selanjutnya (Manap Somantri, 2014: 
8-9).  
d) Perencanaan Operasional 
Perencanaan operasional adalah penjabaran dari 
perencanaan strategis. Dalam perencanaan operasional akan 
dijabarkan lebih detail lagi tentang, (1) apa yang harus 
dikerjakan, (2) siapa yang mengerjakan, (3) bagaimana cara 
mengerjakannya, (4) dimana mengerjakannya, dan (5) kapan 
dikerjakan. Secara dokumen, perencanaan operasional 
terwujud dalam bentuk program kerja dan dijadikan panduan 
bagi setiap orang yang terlibat. Dalam satuan atau program 
pendidikan, perencanaan operasional ini diwujudkan dalam 
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bentuk program kerja sekolah, agenda akdemik sekolah, jadwal 
pembelajaran, dan lain sebagainya (Manap Somantri, 2014: 
10). 
d. Perencanaan dan Manajemen Strategis 
Seiring terjadinya perkembangan zaman menimbulkan banyak 
permasalahan dan tantangan-tantangan baru yang bervariasi dan 
intensitasnya tinggi. Keadaan-keadaan tersebut juga berdampak pada 
bidang pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan strategis dalam 
bidang manajemennya. Pendekatan strategis dalam bidang 
manajemen tersebut terdiri dari tiga hal (Manap Somantri, 2014: 14), 
yaitu: 
1) Perencanaan Strategis 
Perencanaan strategis memfokuskan pada hubungan antara 
kekuatan yang dimiliki dengan kebutuhan luar. Perencanaan 
strategis mencakup analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, 
pertimbangan ekonomis dan finansial, dan analisa terhadap 
rencana tindakan yang lebih rinci (Manap Somantri, 2014: 14). 
2) Manajemen Strategis 
Menurut Rowe (1990) dalam bukunya Manap Somantri (2014: 
14), kerangka kerja manajemen strategis terdiri dari empat 
komponen utama, yaitu perencanaan strategis, struktur organisasi, 
pengendalian strategis, dan sumber daya yang diperlukan. Lebih 
lanjut Rowe menyatakan bahwa, manajemen strategis merupakan 
suatu proses dalam mengelola perencanaan strategis, kultur 
organisasi, strategi kontrol, dan keempat komponen utama 
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tersebut. Dari keseluruhan empat komponen utama dalam 
kerangka kerja manajemen strategis tersebut, perencanaan 
strategis merupakan aktivitas kuncinya, karena pada tahapan 
perencanaan strategis tersebut dilakukan analisis tantangan dan 
peluang eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal 
organisasi atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT 
(Strengths, Weakness, Opportunities, threaths). 
Manajemen strategis memiliki fungsi untuk mengarahkan 
operasi internal organisasi. Operasi internal organisasi tersebut 
berupa alokasi sumber daya manusia, fisik, dan keuangan. (Rowe 
dkk, 1990: 12). Dalam manajemen strategis terdiri dari berbagai 
kegiatan yang saling bekaitan. Kegiatan-kegiatan ini terdiri dari 
pengembangan visi dan misi, penetapan tujuan, penyusunan 
strategi, penerapan dan pelaksanaan strategi, evaluasi, peninjauan 
ulang, dan memulai pengaturan perbaikan (Thomson, 1993: 2-11).  
3) Pemikiran Strategis 
Pemikiran strategis adalah kerangka dasar dalam menilai 
kebutuhan, merumuskan tujuan, dan hasil-hasil yang ingin dicapai 
secara berkesinambungan (Manap Somantri, 2014: 14). 
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e. Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Rencana Strategis 
 
Gambar 5. Tahapan Proses Penyusunan Rencana Strategis 
Dalam penyusunan rencana strategis ada tiga tahapan, tahapan-
tahapan tersebut terdiri dari: 
1. Tahap Diagnosis 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan 
berbagai informasi yang berkaitan dengan perencanaan, dari 
informasi yang didapatkan selanjutnya dijadikan sebagai bahan 
kajian. Kajian yang dilakukan terdiri dari dua kajian, yaitu kajian 
lingkungan internal dan kajian lingkungan eksternal. Kajian 
lingkungan internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan yang ada dalam pengelolaan pendidikan, sedangkan 
kajian lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui peluang 
dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan (Manap 
Somantri, 2014: 19).  
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2. Tahap Perencanaan 
Setelah melakukan diagnosis, tahap selanjutnya yaitu 
perencanaan. Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan visi 
dan misi, setelah itu dilanjutkan dengan pengembangan. Tahap 
pengembangan dirumuskan sesuai dengan misi. Urutan strategi 
pengembangan dimulai dengan perumusan isu-isu utama, setelah 
itu baru dilanjutkan dengan perumusan strategi pengembangan. 
Strategi pengembangan ini berupa tujuan dan penetapan prioritas 
(Manap Somantri, 2014: 20-21).  
Hubungan antara komponen-komponen tersebut dapat dilihat 
pada gambar berikut: 
 
Gambar 6. Hubungan Komponen dalam Perencanaan 
3. Tahap Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 
Tahap terakhir dalam penyusunan rencana strategis yaitu 
penyusunan dokumen. Dokumen yang dibuat tidak perlu tebal, 
seperlunya saja, agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh tim 
manajemen. Perumusan dokumen dapat dilakukan sejak saat 
pengkajian awal, akan tetapi untuk penyelesain akhir harus 
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menunggu hingga semua keputusan disepakati oleh semua pihak 
yang terkait (Manap Somantri, 2014: 21). 
f. Perencanaan Anggaran Pendidikan 
Setiap lembaga atau organisasi tidak akan lepas dengan 
anggaran dalam kegiatannya, begitu pula dengan lembaga 
pendidikan, sehingga perlu diadakan perencanaan anggaran, agar 
kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran. Di Indonesia perencanaan anggaran dilakukan setiap satu 
tahun sekali pada awal bulan april, meskipun perencanaan 
pendidikan tidak selalu dimulai pada bulan tersebut, akan tetapi ada 
awal tahun ajaran atau tahun akademik (Made Pidatra, 2005: 135).  
Kegiatan pendidikan yang rutin maupun yang baru 
direncanakan dimasukan kedalam perencanaan anggaran yang 
disusun. Perencanaan anggaran pada kegiatan rutin biasanya lebih 
sederhana jika dibandingkan dengan perencanaan anggaran pada 
kegiatan pembangunan. Pengalokasian anggaran pada kegiatan 
pembangunan biasanya dibuat lebih rinci. Hal semacam ini 
disebabkan karena kegiatan rutin dari waktu ke waktu tidak banyak 
variasi, sehingga pengaturan biaya juga tidak banyak berubah, 
sedangkan kegiatan pembangunan atau biasa disebut dengan 
proyek banyak sekali ragamnya. Selain itu struktur dan prosedur 
proyek belum semantap struktur pada prosedur kegiatan rutin, 
sehingga perlu dibuat lebih rinci, agar pelaksana proyek dan 
pemeriksa proyek mudah didalam memahaminya (Made Pidatra, 
2005: 135). 
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Dalam lembaga pendidikan terdapat Sembilan kategori 
pendanaan (Made Pidatra, 2005: 136), kategori tersebut yaitu: 
a) Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti halnya dana 
sosial, dana pelayanan tamu, dana untuk membayar hutang, 
dan sebagainya. 
b) Dana untuk membeli barang-barang, dana gaji, dan dana untuk 
kesejahteraan para personalia. 
c) Dana belanja untuk keperluan barang habis pakai. 
d) Dana belanja untuk keperluan berbagai fungsi pengajaran, 
seperti halnya dana untuk mengadakan media pembelajaran, 
berbagai macam layanan, komunikasi, dan sebagainya. 
e) Dana belanja untuk perawatan prasarana dalam menunjang 
kegiatan pembelajaran. 
f) Dana belanja untuk program-program penunjang, seperti 
halnya pelatihan, seminar, dan sebagainya. 
g) Dana pajak tahunan. 
h) Dana belanja untuk keperluan kelembagaan. Seperti halnya 
perbaikan dan pengembangan kurikulum. 
i) Dana untuk berbagai proyek atau dana pembangunan. 
Dalam setiap perencanaan harus memperhatikan kesembilan 
kategori tersebut, dana harus dialokasikan secara merata, maka 
dari itu diperlukan data yang akurat sebelum melakukan 
perencanaan. Data yang dimaksud yaitu segala informasi yang 
berhubungan dengan program-program yang akan dilaksanakan 
oleh lembaga. Data ini mencakup orang-orang yang terlibat, biaya 
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yang dibutuhkan pada setiap kegiatan, dan tingkat efektivitas kerja 
organisasi (Made Pidatra, 2005: 136).  
3. Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Wilayah 
Setelah berlaku praktik pemerintahan otonomi daerah, banyak hal 
berlangsung berbeda, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan 
berlakunya otonomi daerah, kabupaten/kota harus melakukan 
perencanaan pendidikan secara mandiri. Perencanaan pendidikan harus 
berorientasi pada sistem perencanaan yang lebih terbuka dan fleksibel, 
maka dari itu perlu adanya pergeseran dari perencanaan yang bersifat 
birokratik kearah perencanaan partisipatoris. Oleh karena itu, dalam 
rangka merumuskan rencana pendidikan di daerah, diperlukan adanya 
upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar sumber daya 
manusia tersebut mampu dalam melakukan penyusunan rencana, 
penyediaan perangkat pendukung, dan pengelolaan sistem informasi 
(Manap Somantri, 2014: 10-13). 
Perencanaan pendidikan dalam konteks wilayah berpusat pada 
perencanaan pendidikan tingkat pusat. Perencanaan pendidikan yang 
dibuat oleh pemerintah pusat, kemudian diturunkan kedalam perencanaan 
pendidikan tingkat provinsi, dari tingkat provinsi tersebut kemudian 
diturunkan lagi kedalam tingkat kabupaten/kota, setelah itu barulah tingkat 
sekolah. Sehingga sekolah dalam menyusun renstra sekolah/ rencana 
kerja sekolah haruslah mengacu pada renstra pendidikan kabupaten/kota, 
renstra pendidikan provinsi, dan renstra pendidikan diektorat pembinaan 
sekolah serta renstra pendidikan kementrian pendidikan dan kebudayaan 
RI.  
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Berikut merupakan hubungan perencanaan pendidikan berdasarkan 
konteks wilayah. 
 
Gambar 7. Bagan Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Wilayah 
a. Perencanaan Pendidikan Tingkat Pusat 
Perencanaan pendidikan ditinjau dari segi waktu ada 3, yaitu 
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah atau 
renstra, dan perencanaan jangka pendek atau renop (rencana 
operasional. Perencanaan pendidikan tingkat pusat disusun oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penyusunan 
perencanaan pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, serta peraturan-peraturan lain yang relevan, 
seperti halnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
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2019. Selain didasarkan dari peraturan-peraturan juga dari arahan 
presiden.  
Penyusunan perencanaan pendidikan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui berbagai proses dan 
tahapan. Proses yang utama antara lain yaitu interaksi dengan para 
pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan 
daerah, partisipasi seluruh jajaran Kemdikbud, serta dengan 
mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan 
dan kebudayaan yang telah dicapai sampai saat ini. Secara umum 
tahapan dalam perencanaan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan meliputi kegiatan, analisis lingkungan strategis, 
analisis permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan, menetapkan visi, misi, dan tujuan, menetapkan arah 
kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan, 
serta yang terahir yaitu menetapkan target kinerja, dan kerangka 
pendanaan (Kemdikbud, 2015: 1). 
Pada renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 digunakan sebagai 
pedoman dan arahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang 
hendak dicapai pada tahun 2015-2019. Renstra Kemdikbud 2015-2019 
digunakan sebagai dasar dan acuan bagi unit Eselon I, II, dan unit 
pelaksana teknis di lingkungan Kemdikbud, SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun 
Renstra, Rencana Kerja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), 
Rencana/Program pembangunan lintas sektoral bidang pendidikan dan 
kebudayaan, koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan 
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pembangunan lingkup pendidikan dan kebudayaan, laporan tahunan, 
dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Kemdikbud, 
2015: 1). 
Untuk perencanaan pendidikan oleh Direktorat Pembinaan SMK 
secara umum langkah-langkah dalam penyusunannya sama dengan 
Kemdikbud, hanya saja cakupan penggunanya lebih kecil yaitu hanya 
untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 
b. Perencanaan Pendidikan Tingkat Provinsi 
Perencanaan pendidikan tingkat provinsi didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan 
tersebut dijelakan bahwa SKPD diamanatkan untuk menyusun Renstra 
dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Maka 
dari itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tingkat provinsi 
menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD 
yang berisikan visi, misi, strategi, arahan kebijakan dan program 
pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sesuai 
dengan kondisi dan potensi daerah (Dikpora, 2012: 3). 
Secara umum dalam penyusunan Renstra Dikpora DIY dilakukan 
melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: 
1) Penyusunan Rancangan Awal Renstra 
Rancangan awal Renstra berisikan penjabaran visi, misi, dan 
program kepala SKPD ke dalam strategi, arah kebijakan dan 
program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan 
dengan RPJMD (Rencana Pendidikan Jangka Menengah Daerah). 
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2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra 
Rapat koordinasi membahas materi rancangan awal Renstra. 
Rapat koordinasi diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan 
UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta stakeholder 
lainnya. 
3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra  
Berdasarkan hasil rapat koordinasi kemudian hasilnya 
disusun kedalam rancangan akhir Renstra. 
c. Perencanaan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota 
Dalam buku panduan bagi Tim Penyusun Renstra (Kemendikbud, 
2010: 21-24), perencanaan pendidikan tingkat kabupaten/kota harus 
sinergis dengan perencanaan pendidikan di atasnya. Dalam hal ini 
Renstra Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam penyusunannya 
harus, (1) Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan Renstra 
kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan (2) Ada sinergi dan 
konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD. 
Berikut merupakan tahapan dalam penyusunan Renstra Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota: 
1) Tahap Persiapan 
Dalam tahap persiapan terdiri dari: 
a) Orientasi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan. 
b) Pembentukan tim penyusun. 
c) Penyusunan rencana kerja penyusunan dokumen Renstra. 
d) Identifikasi para pemangku kewajiban. 
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e) Penentuan pemangku kewajiban untuk konsultasi publik renstra 
pendidikan. 
2) Tahap Penyusunan 
Dalam tahap penyusunan terdiri dari tahap penyusunan 
rancangan awal dan penyusunan rancangan akhir. 
a) Tahap Penyusunan Rancangan Awal 
(1) Pengumpulan data tentang kondisi pelayanan SKPD 
pendidikan. 
(2) Penyusunan profil pelayanan SKPD pendidikan dan 
prediksi jangka menengah. 
(3) Perumusan TUPOKSI SKPD pendidikan. 
(4) Perumusan visi dan misi Dinas Pendidikan. 
(5) Evaluasi Renstra Dinas Pendidikan pada periode yang lalu. 
(6) Reviu Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan 
Renstra Dinas Pendidikan Provinsi. 
(7) Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan. 
(8) Perumusan program. 
(9) Pembahasan forum SKPD pendidikan. 
(10) Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD pendidikan. 
(11) Penyusunan dokumen rancangan Renstra SKPD  
pendidikan. 
b) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir 
(1) Penyusunan rancangan akhir dokumen renstra. 
(2) Penyusunan naskah akademis rancangan perka. 
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c) Tahap Akhir 
a) Pembahasan. 
b) Pengesahan.  
d. Perencanaan Pendidikan Tingkat Sekolah 
Perencanaan pendidikan tingkat sekolah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan, dan juga dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan ditegaskan bahwa sekolah wajib menyususn 
rencana kerja sekolah. Dalam penyusunan rencana kerja sekolah juga 
harus bersinergi dengan instansi-instansi pendidikan yang ada di 
atasnya. 
Rencana Kerja Sekolah merupakan dokumen yang sangat 
penting dalam pelaksanaan pendidikan, hal ini dikarenakan rencana 
kerja sekolah merupakan dasar dalam pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.  
Rencana kerja sekolah dibagi menjadi dua yaitu Rencana Kerja 
Sekolah Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan 
(RKT) atau yang biasa disebut dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sekolah). Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah 
(RKJM) merupakan dokumen yang menggambarkan tujuan yang 
hendak dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu empat atau lima tahun 
yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan 
komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan, dengan 
mencakup isi pokok 8 SNP. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
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merupakan dokumen jabaran operasional dalam Rencana Kerja 
Sekolah Jangka Menengah (RKJM). Rencana Kerja Sekolah Jangka 
Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun oleh 
sekolah dengan disetujui oleh rapat dewan pendidik setelah 
memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah yang 
kemudian disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau 
Kota (BSNP, 2007: 8).  
Dalam buku panduan penyusunan rencana kerja sekolah terbitan 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2014: 1-2) 
dijelaskan bahwa, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKJM) 
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan hal yang sangat 
penting bagi sebuah satuan atau program pendidikan. Rencana Kerja 
Sekolah Jangka menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan 
(RKT) berfungsi sebagai: 
1) Acuan dasar dalam pelaksanaan program-program yang telah 
disusunnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. 
2) Penentuan prioritas dalam membuat target yang akan dicapai 
dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 
3) Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah 
saat ini dengan kondisi sekolah yang diharapkan. 
4) Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan 
program dan hasil yang telah dicapai, guna untuk memperoleh 
umpan balik untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan 
rencana selanjutnya. 
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5) Dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melaksanakan monitoring 
dan evaluasi keterlaksanaan program dan pertimbangan dalam 
melakukan pembinaan kepada sekolah. 
6) Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam 
kerangka pencapaian standar nasional pendidikan. 
7) Untuk memberikan gambaran kepada stakeholders terhadap 
segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan. 
Penyusunan Rencana Kerja Sekolah merupakan kegiatan yang 
wajib di lakukan oleh sekolah. Penyusunan rencana kerja sekolah 
dilandasi oleh undang-undang dan berbagai peraturan-peraturan dari 
pemerintah. Berikut merupakan beberapa landasan hukum yang 
digunakan dalam penyusunan rencana kerja sekolah: 
1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 
Nasional Pendidikan. 
2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. 
3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan dan peraturan pemerintah revisiannya, yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.  
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan 
Pendidikan. 
Seluruh kegiatan penyusunan RKS di bawah koordinasi langsung 
oleh kepala sekolah. RKS yang baik memiliki ciri-ciri (Kemdikbud, 2015: 
18), sebagai berikut: 
1) Terpadu, yaitu RKS mencakup perencanaan keseluruhan program 
yang akan dilaksanakan oleh sekolah. 
2) Multi tahun, yaitu RKS mencakup periode selama empat tahun. 
3) Multi sumber, yaitu mengindikasikan jumlah dan sumber dana pada 
masing-masing program. 
4) Disusun secara partisipatif, yaitu disusun oleh kepala sekolah, 
komite sekolah, dan dewan pendidik dengan melibatkan pemangku 
kepentingan lainnya. 
5) Pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh komite sekolah dan 
pemangku kepentingan lainnya.  
Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 dijelaskan, 
RKS merupakan salah satu komponen dalam perencanaan program 
sekolah. RKS menggambarkan tujuan program yang akan dicapai 
dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam 
mendukung peningkatan mutu lulusan. RKS harus disusun secara 
komprehensif dan menggambarkan upaya sekolah dalam mencapai 
SNP sesuai dengan potensi sekolah dan dukungan lingkungan sekitar. 
Oleh karena itu program kerja sekolah disusun berdasarkan hasil 
analisis konteks yang mencakup: 
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1) Menganalisis delapan aspek dalam SNP sebagai acuan dalam 
penyusunan KTSP. 
2) Menganalisis kondisi yang ada di sekolah, yang meliputi peserta 
didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 
biaya, dan program-program. 
3) Menganalisis tantangan dan peluang yang ada di masyarakat dan 
lingkungan sekitar, seperti halnya komite sekolah, dewan 
pendidikan, Dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan 
dunia kerja, serta sumber daya alam dan sosial budaya. 
Berikut merupakan alur dalam penyusunan rencana kerja 
sekolah: 
 
Gambar 8. Alur Penyusunan RKS 
RKS harus disusun sesuai dengan alur penyusunan RKS dan 
sistematik, serta harus mencakup berbagai komponen yang diperlukan. 
Secara umum sistematika dalam RKS (Kemdikbud, 2015: 20-21), yaitu 
sebagai berikut: 
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Gambar 9. Sistematika RKS 
Dalam proses penyusunan RKS dilakukan melalui berbagai 
kegiatan yaitu diawali dari persiapan, kemudian penyusunan RKS, dan 
yang terakhir pengesahan dan sosialisasi RKS. Alur dalam proses 
penyusunan RKS tersebut (Kemdikbud, 2015: 21) digambarkan 
sebagai berikut: 
 
Gambar 10. Proses Penyusunan RKS 
atau didalam buku Panduan Penyusunan Rencana Strategis 
Pengembangan Sekolah (DPSMK, 2016: 10) disebutkan, setidaknya 
penyusunan rencana strategis pengembangan sekolah harus melalui 
empat tahapan, yaitu penetapan tujuan/target pengembangan sekolah, 
analisa internal kondisi sekolah, penetapan isu utama/prioritas 
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program, dan penyusunan program pengembangan. Penyusunan 
rencana strategis pengembangan sekolah dapat dijabarkan menjadi 
dua, yaitu rencana kerja sekolah dan rencana kerja tahunan atau yang 
biasa disebut dengan rencana anggaran dan kegiatan sekolah. Berikut 
tahapan dalam penyusunan rencana strategis pengembangan sekolah 
di SMK.  
 
Gambar 11. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis 
Pengembangan SMK 
 
Berikut deskripsi dari tahapan penyusunan rencana 
pengembangan strategis sekolah pada gambar 17 di atas. 
1) Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) 
Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), terdiri dari: 
a) Penetapana Tujuan/Target Pengembangan Sekolah 
Dalam tahap penetapan tujuan/target pengembangan sekolah 
terdiri dari dua bagian, yaitu: 
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(1) Penyusunan Visi dan Misi 
(a) Penyusunan Visi 
Visi merupakan gambaran ideal sekolah di masa 
yang akan datang. Visi merupakan wawasan yang 
dijadikan sumber arahan bagi sekolah dan digunakan 
sebagai panduan dalam perumusan misi sekolah. Visi 
sekolah harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 
menteri, dan peraturan perundang-undangan lainnya 
sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah. Visi sekolah 
harus tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan 
nasional, akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan 
sekolah dalam pelayanan masyarakat. 
Dalam menetapkan visi sekolah, sekolah harus 
mempertimbangkan potensi dan kemampuan yang 
dimiliki, sehingga visi tersebut dapat dicapai. Dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 
Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 
dijelaskan bahwa:  
1. Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama 
warga sekolah dan segenap pihak yang 
berkepentingan pada masa yang akan datang. 
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2. Visi sekolah harus mampu memberikan inspirasi, 
motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan 
segenap pihak yang berkepentingan. 
3. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan dari masukan 
warga sekolah dan pihak-pihak yang 
berkepentingan, dan harus selaras dengan visi 
institusi di atasnya, serta dengan visi pendidikan 
nasional. 
4. Visi sekolah diputuskan oleh rapat dewan pendidik 
yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dengan 
mempertimbangkan masukan dari komite sekolah. 
5. Visi sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga 
sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. 
6. Visi sekolah ditinjau dan dirumuskan kembali secara 
berkala sesuai dengan perkembangan dan 
tantangan yang ada. 
Maka dari itu dalam menetapkan visi sekolah ini 
harus mengacu pada landasan filosofis bangsa, UUD, 
dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, 
mengacu visi umum pendidikan nasional, memiliki 
indikator prestasi akademik, dan non akademik, 
berkepribadian, nasionalisme, budaya, sesuai 
perkembangan IPTEK, dan disesuaikan dengan 
perkembangan zaman. 
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(b) Penyusunan Misi 
Misi adalah tindakan atau upaya dalam 
mewujudkan visi. Misi merupakan penjabaran dari visi. 
Misi merupakan bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan 
rancangan tindakan yang dijadikan arahan dalam 
mewujudkan visi. Rumusan misi selalu dalam bentuk 
kalimat yang menunjukan kata kerja dan bukan 
merupakan kalimat yang menunjukan keadaan sebagai 
mana pada rumusan visi. Dalam satu indikator visi dapat 
dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara 
indikator visi dengan rumusan misi harus ada 
keterkaitannya, dengan kata lain misi merupakan bentuk 
layanan dalam memenuhi tuntutan yang dituangkan 
dalam visi.  
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah dijelaskan bahwa: 
1. Misi sekolah harus memberikan arah dalam 
mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional. 
2. Misi sekolah merupakan tujuan yang akan dicapai 
dalam kurun waktu tertentu. 
3. Misi sekolah menjadi dasar program pokok 
sekolah/madrasah. 
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4. Misi sekolah menekankan pada kualitas layanan 
peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh 
sekolah/madrasah. 
5. Misi sekolah memuat pernyataan umum dan khusus 
yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah. 
6. Misi sekolah memberikan keluesan dan ruang gerak 
pengembangan kegiatan satuan-satuan unit 
sekolah/madrasah yang terlibat. 
7. Misi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari 
segenap pihak yang berkepentingan dan diputuskan 
oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh 
kepala sekolah. 
8. Misi sekolah disosialisasikan kepada warga 
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang 
berkepentingan. 
9. Misi sekolah ditinjau dan dirumuskan kembali secara 
berkala sesuai dengan perkembangan dan 
tantangan zaman. 
(2) Penetapan Tujuan  
Tujuan pada dasarnya merupakan tahapan dalam 
mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan. Tujuan 
dapat dijadikan indikator dalam menilai kinerja sebuah 
organisasi. Isi tujuan dalam sekolah masih bersifat umum 
atau belum terlalu operasional. Dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang 
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Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa: 
(a) Tujuan sekolah menggambarkan tingkat kualitas yang 
perlu dicapai dalam jangka waktu menengah (empat 
tahunan). 
(b) Tujuan sekolah mengacu pada visi, misi, dan tujuan 
pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan 
masyarakat. 
(c) Tujuan sekolah mengacu pada standar kompetensi 
lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah 
dan pemerintah. 
(d) Tujuan sekolah mengakomodasi masukan dari berbagai 
pihak yang berkepentingan dan diputuskan oleh rapat 
dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala 
sekolah/madrasah. 
(e) Tujuan sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga 
sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. 
Tujuan yang baik adalah tujuan yang jelas, mudah 
dipahami, dan dapat dicapai, oleh karena itu dalam 
menetapkan tujuan hendaknya memenuhi kriteria SMART, 
kriteria tersebut yaitu: 
(a) Specific (Spesifik) 
Kegagalan pencapaian tujuan sering kali terjadi 
karena tujuan masih terlalu umum atau multi tafsir, 
sehingga tujuan itu harus spesifik. Tujuan yang spesifik 
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akan lebih mudah dicapai dikarenakan tujuan tersebut 
tidak mengandung banyak makna.  
(b) Measurable (Dapat Diukur) 
Tujuan yang baik adalah tujuan yang dapat diukur 
sehingga tujuan tersebut dapat diketahui tingkat 
ketercapaiannya. 
(c) Achievable (Dapat Dicapai) 
Tujuan yang baik adalah tujuan yang dapat dicapai 
atau dengan kata lain seberapa besar kemungkinan 
sekolah untuk dapat mencapainya dengan strategi yang 
dimiliki sekolah. 
(d) Realistic (Realistis) 
Tujuan yang realistis adalah tujuan yang dapat 
dicapai oleh sekolah dengan sumber daya yang 
dimilikinya. 
(e) Time Bound (Terbatas Waktu) 
Tujuan yang baik adalah tujuan yang memiliki 
batas waktu dalam pencapaiannya, sehingga jelas. 
b) Analisa Internal Kondisi Sekolah 
Analisa internal kondisi sekolah berfungsi untuk 
mengetahui posisi sekolah saat ini dengan kondisi ideal sekolah 
(tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah), sekaligus 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta 
untuk dapat menggambarkan juga peluang dan ancaman yang 
ada dalam pencapaian tujuan sekolah tersebut. Dalam 
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melaksanakan analisa internal kondisi sekolah setidaknya ada 
dua metode yang dapat digunakan, yaitu:  
(1) Analisa Kesenjangan (Aktual Vs Ideal) 
Analisa kesenjangan merupakan analisa yang 
dilakukan dengan cara membandingkan kondisi aktual yang 
dialami sekolah dengan kondisi ideal sekolah (tujuan yang 
akan dicapai sekolah). Analisa kesenjangan dapat 
dilakukan melalui kegiatan EDS (Evaluasi Diri Sekolah). 
(2) Analisa SWOT (Strength Vs Weakness, Opportunities Vs 
Threaths) 
Analisa SWOT didasarkan pada logika. Analisa 
SWOT dapat mengetahui kekuatan serta peluang di dalam 
organisasi (internal), serta secara bersamaan dapat 
mengetahui kelemahan dan tantangan yang ada di luar 
(eksternal).  
(a) Analisa Internal 
Analisa internal berisi informasi yang berkaitan 
dengan pengelolaan sumber daya, kegiatan akademik 
dan non akademik, serta upaya peningkatan mutu. 
(b) Analisa Eksternal 
Analisa eksternal berisi tentang potensi 
lingkungan sekitar sekolah, seperti halnya Industri 
potensial, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar. 
Analisa eksternal digunakan sebagai landasan dalam 
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menilai peluang yang dimiliki sekolah dalam 
berkembang. 
Secara sistematis langkah-langkah dalam melakukan 
analisa SWOT yaitu sebagai berikut. 
(a) Mengurutkan kondisi internal yang dimiliki sekolah 
kedalam bentuk Kekuatan (S) dan Kelemahan (W). 
(b) Mengurutkan kondisi eksternal yang ada kedalam 
bentuk Tantangan (T) dan Peluang (O). 
(c) Menghubungkan hal-hal yang telah diurutkan tersebut 
untuk setiap komponennya, atau seperti pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 12. Matriks Analisa SWOT 
c) Penetapan Isu Utama/Prioritas Program 
Penetapan isu utama atau prioritas program perlu 
dilakukan, mengingat sekolah hanya memiliki sumber daya 
yang terbatas. Dalam menetapkan prioritas program, program 
dipilih-pilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di waktu 
yang akan datang.  
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d) Penetapan Target dan Indikator 
Tahapan selanjutnya dalam penyusunan rencana kerja 
sekolah yaitu penetapan target dan indikator. Penetapan target 
dan indikator berfungsi untuk memonitor perkembangan dalam 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  
Berikut tahap-tahap dalam melakukan penetapan target 
dan indikator: 
(1) Langkah pertama menuliskan program-program 
pengembangan yang telah ditetapkan dan 
mengelompokannya berdasarkan standar pendidikan 
nasionalnya. 
(2) Kedua, menetapkan indikator pencapaian dari setiap 
program pengembangan yang telah ditetapkan tersebut. 
(3) Ketiga, untuk setiap indikator, sekolah harus menuliskan 
nilai dasarnya (baseline), yaitu kondisi aktual sekolah saat 
ini untuk setiap indikator. Hal ini dugunakan sebagai dasar 
untuk menilai program tersebut ketercapaiannya di masa 
mendatang. 
(4) Keempat, tim pengembang sekolah menetapkan target 
yang akan dicapai per tahunnya, yaitu tahun pertama 
sampai tahun kelima untuk setiap indikator yang telah 
dibuat. 
(5) Kelima, menetapkan penanggung jawab untuk setiap 
program yang telah dibuat, serta waktu pelaksanaannya. 
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e) Program-Program 
Menurut Moeheriono (2012: 95), program didefinisikan 
segala kegiatan atau kebijakan dalam mencapai suatu sasaran, 
tujuan, visi, misi dalam suatu organisasi yang dituangkan 
melalui perencanaan. Program-program yang disusun dalam 
rencana kegiatan sekolah mencakup 8 SNP. Program-program 
tersebut seperti halnya. 
(1) Standar Isi 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 
dan dalam pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
menjelaskan bahwa, Standar isi mencakup ruang lingkup 
materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam 
kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus 
pembelajaran, yang harus dipenuhi peserta didik pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini berisi 
kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, 
kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 
akademik, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
RI Nomor 22 Tahun 2006 bagi sekolah yang belum 
melaksanakan kurikulum 2013 dan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2013 bagi yang 
melaksanakan kurikulum 2013.  
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Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar isi ini, antara lain 
program pengembangan kurikulum, program pengembagan 
struktur kurikulum, program pengembagan proses 
pembelajaran, dan lain sebagainya. 
(2) Standar Proses 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 
dan dalam pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
dijelaskan bahwa standar proses adalah standar nasional 
pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 
Proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar 
harusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 
memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologinya. Selain itu dalam 
proses pembelajaran pendidik harus memberikan 
keteladanaan dalam proses pembelajaran maupun dalam 
berperilaku sehari-hari. 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Penddikan 
Dasar dan Menengah, agar proses pembelajaran dapat 
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berjalan dengan efektif dan efisien setiap satuan penddikan 
harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian 
proses pembelajaran, dan pengawasan. Perencanaan ini 
sekurang-kurangnya didukung oleh dokumen kurikulum, 
silabus, RPP, buku teks pembelajaran, pedoman penilaian, 
dan media pembeajaran. Selain itu dalam proses 
pelaksanaannya harus memperhatikan jumlah maksimal 
peserta didik, beban mengajar pendidik, dan ketersediaan 
buku dan media pembelajaran. 
Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar proses ini seperti 
halnya program pengembangan proses pembelajaran, dan 
lain sebagainya.  
(3) Standar Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007, dan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 66 Tahun 
2013 Tentang Standar Penilaian.  Standar penilaian adalah 
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi 
belajar peserta didik. Penilaian peserta didik ini terdiri dari 
penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian-
penilaian ini dapat dilakukan melalui pengamatan, ujian, 
ulangan, dan penugasan. Penilaian pendidikan ini dilakukan 
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oleh pendidik, satuan pendidik, dan oleh pemerintah. 
Penilaian tersebut digunakan sebagai penilaian acuan 
pencapaian kompetensi, bahan penyusunan laporan 
kemajuan hasil belajar, memperbaiki proses pembelajaran, 
dan menentukan kelulusan peserta didik. 
Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar penilaian pendidikan 
seperti halnya program pengembangan dan implementasi 
sistem penilaian. 
(4) Standar Kompetensi Lulusaan 
Dalam memenuhi standar kompetensi lulusan, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006  tentang Standar 
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah, dan juga Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar 
Kompetensi Lulusan bagi sekolah yang telah menerapkan 
kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi 
dengan cara mengembangkan program-program yang 
sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan. 
Standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2009 dan dalam pembaharuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar kompetensi 
lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 
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mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standar 
kompetensi lulusan ini dicapai melalui berbagai program 
disekolah, yang meliputi kegiatan kurikuler (pembelajaran 
semua mata pelajaran), ekstrakurikuler, kegiatan 
pembinaan kesiswaan, dan manajemen sekolah. 
Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar kompetensi lulusan 
yaitu seperti halnya, program pengembangan bakat dan 
minat peserta didik, program pengembangan ketrampilan 
siswa, program bimbingan konseling, dan program-program 
lain yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 
(5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 16 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidik harus 
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan 
minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, dengan 
dibuktikan melalui ijazah dan atau sertifikat keahlian yang 
relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi 
sebagai agen pembelajaran yaitu pendidik harus memiliki 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Seseorang 
61 
 
yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian akan tetapi 
memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan tetap 
bisa menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan 
kesetaraan.  
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
juga dijelaskan tentang tenaga kependidikan. Secara umum 
tenaga pendidik didalam satuan atau program pendidikan 
dasar dan menengah sekurang-kurangnya harus terdiri dari 
kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga 
perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan 
sekolah/madrasah. 
Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar pendidik dan tenaga 
pendidikan ini antara lain, program pengembangan guru, 
program pengembangan kepala sekolah, program 
pengembangan pegawai lab, dan lain sebagainya. 
(6) Standar Sarana dan Prasarana 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 40 Tahun 2008 Tentang  Standar Sarana dan 
Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK), dijelaskan bahwa standar sarana 
dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan 
yang menyangkut tentang persyaratan minimal sarana dan 
prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan 
didalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 
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Sarana yang dimaksud yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 
perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku 
dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan 
prasarana yang dimaksud yaitu lahan, ruang kelas, ruang 
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 
usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 
bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi 
daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, 
tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat 
lain yang diperlukan dalam menunjang proses 
pembelajaran. 
Adapun program-program dan kegiatan yang dapat 
dikembangkan oleh sekolah dalam memenuhi standar 
sarana dan prasarana ini antara lain, program 
pengembangan sarana sekolah, program pengembangan 
prasarana sekolah, dan sebagainya. 
(7) Standar Pengelolaan 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 
dan dalam pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, serta 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 
2007, dijelaskan bahwa standar pengelolaan pendidikan 
adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau 
kota, provinsi, dan nasional agar tercapai penyelenggaraan 
pendidikan yang efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan 
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan 
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 
akuntabilitas. 
Didalam peraturan pemerintah tersebut juga 
dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan dipimpin oleh 
seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab 
pengelolaan pendidikan. Untuk tingkat SMP/MTs, kepala 
sekolah minimal dibantu oleh satu orang wakil, sedangkan 
pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK minimal dibantu oleh tiga 
wakil yang masing-masing secara berturut-turut 
membidangi bidang akademik, bidang sarana dan 
prasarana, serta bidang kesiswaan. Didalam pengambilan 
keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di 
bidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik 
dengan dipimpin oleh kepala sekolah, sedangkan untuk 
pengambilan keputusan di bidang non akademik dilakukan 
oleh komite sekolah/madrasah dengan dihadiri oleh kepala 
sekolah/madrasah. Rapat dewan pendidik dan komite 
sekolah/madrasah ini dilaksanakan dengan dasar prinsip 
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musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan 
mutu satuan pendidikan. 
Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar pengelolaan 
pendidikan ini antara lain, program pengembangan 
manajemen berbasis sekolah, program pengembangan 
pengelolaan sekolah, dan lain sebagainya. 
(8) Standar Pembiayaan 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa, sumber 
pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip 
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Sumber 
pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Sumber dana dari masyarakat 
bisa berbentuk pungutan dari peserta didik atau 
orangtua/wali, bantuan dari pemangku kepentingan satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/wali, bantuan 
pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
juga diatur tentang pengelolaan dana pendidikan. 
Pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip 
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 
Prinsip keadilan artinya pengelolaan dana dilakukan 
dengan memberikan akses pelayanaan pendidikan yang 
seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik tanpa 
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adanya perbedaan. Prinsip efisiensi dilakukan dengan 
mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing 
pelayanaan pendidikan. Prinsip transparansi dilakukan 
dengan memenuhi asas kapatutan dan tata kelola yang 
baik, sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang 
berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa 
perkecualiaan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara 
transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. 
Sedangkan prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan 
memberikan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan 
pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  
Adapun program-program yang dapat dikembangkan 
oleh sekolah dalam memenuhi standar pembiayaan 
pendidikan seperti halnya program pengembangan 
pembiayaan kegiatan belajar mengajar.  
2) Penyusunan RKAS / RKT (Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah) / (Rencana Kerja Tahunan). 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah /Rencana Kegiatan 
Tahunan Sekolah dibuat dengan menjabarkan program yang telah 
disusun dalam Rencana Kerja Sekolah kedalam bentuk kegiatan-
kegiatan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yaitu sebagai berikut. 
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a) Menetapkan kegiatan-kegiatan dari program-program yang 
telah ditetapkan dalam rencana kerja sekolah. Satu buah 
program dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan.  
b) Menetapkan penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan untuk 
setiap kegiatan. Rentang waktu pelaksanaan untuk setiap 
kegiatan harus sesuai dengan rentang waktu yang telah 
direncanakan dalam pelaksanaan program dalam Rencana 
Kerja Sekolah. Tujuan penyusunan penanggung jawab dan 
jadwal pelaksanaan kegiatan ini yaitu agar mempermudah 
pelaksanaan, dan dalam menentukan urutan kegiatan, serta 
dalam mengatur penggunaan dana yang dimiliki sekolah, 
sehingga alur kegiatan dan keuangan sekolah dapat dikontrol 
dengan lebih efektif. 
c) Menetapkan besaran anggaran dan sumber asal dana untuk 
masing-masing kegiatan.  
Berikut merupakan contoh penyusunan kegiatan-kegiatan 
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tersebut. 
Tabel 1. Contoh Program, Kegiatan, dan Indikator dalam RKS  
No SNP Program Kegiatan 
Indikator 
Ketercapaian 
1 Standar 
Isi 
Program 
pengembangan 
kurikulum 
(KTSP) 
Penyusunan 
silabus  
Tersusun 
dokumen silabus 
Workshop 
validasi 
kurikulum 
Tersedianya 
dokumen 
kurikulum yang 
telah tervalidasi 
Program 
pengembangan 
struktur 
kurikulum 
Pengaturan 
beban belajar 
Tersusun beban 
belajar 
Penyusunan 
kalender 
akademik 
Tersusun kalender 
akademik 
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Program 
pengembangan 
proses 
pembelajaran 
Pelaksanaan 
kurikulum 
Terlaksanakannya 
penyelenggaraan 
administrasi 
kurikulum 
2 Standar 
Proses 
Pengembangan 
manajemen 
berbasis 
sekolah 
Menyelenggar
-akan 
pendidikan 
dengan 
implementasi 
sistem 
manajemen 
mutu 
Dilaksanakannya 
sistem manajemen 
mutu dalam 
penyelenggaraan 
sekolah 
Program 
pengembangan 
proses 
pembelajaran 
Pelaksanaan 
kurikulum 
Terselenggarakan
nya workshop 
penyusunan 
administrasi guru 
Tersusunnya buku 
administrasi guru 
Pengadaan 
bahan ajar 
pada semua 
mata 
pelajaran 
Tersedia bahan 
ajar untuk semua 
mata pelajaran 
Supervisi dan 
evaluasi 
proses belajar 
mengajar 
Supervisi dan 
evaluasi proses 
belajar mengajar 
tercapai 100%  
3 Standar 
Penilaian 
Program 
pengembangan 
pembiayaan 
kegiatan belajar 
mengajar 
Diklat 
penyusunan 
RKAS dan 
APBS 
Terselenggaranya 
diklat dan terbuat 
dokumen RKAS 
dan APBS  
Sosialisasi 
dokumen 
laporan 
pembiayaan 
secara 
transparan  
Terselenggaranya 
sosialisasi 
pembiayaan 
secara transparan 
kepada semua 
warga sekolah 
4 SKL Pengembangan 
bakat dan minat 
Pembinaan 
ketaqwaan 
terhadap 
Tuhan Yang 
Maha Esa 
melalui kajian 
keagamaan 
Semua warga 
sekolah 
melaksanakan 
ibadah sesuai 
dengan agama 
masing-masing 
Pembinaan 
bidang 
olahraga 
Bakat dan minat 
siswa tersalurkan 
dan menjuarai 
berbagai lomba 
dalam bidang 
olahraga 
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Pembinaan 
bidang 
kesenian dan 
budaya 
Bakat dan minat 
siswa tersalurkan 
dan menjuarai 
berbagai lomba 
dalam bidang 
kesenian dan 
budaya 
Pengembangan 
ketrampilan 
siswa 
Menjalin 
kerjasama 
dengan dunia 
industri dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
Adanya dokumen 
MoU dengan 
industri-industri 
yang sesuai 
dengan jurusan-
jurusan yang ada 
di sekolah 
Bimbingan 
konseling 
Layanan 
bimbingan 
dasar 
Siswa menjadi 
tahu tentang 
dirinya, kekuatan, 
kelemahan, 
kemampuan, 
bakat, minat, cita-
cita, dan 
sebagainya 
5 Standar 
Pendidik 
dan 
Tenaga 
Kependidi
kan 
Program 
pengembangan 
pendidik 
Mengikutkan 
guru-guru 
pada kegiatan 
seminar-
seminar 
tentang 
kependidikan 
Guru-guru 
mengikuti seminar 
kependidikan 
Diklat 
pembuatan 
media 
pembelajaran 
Terselenggaranya 
diklat pelatihan 
pembuatan media 
pembelajaran 
Program 
pengembangan 
tenaga 
kependidikan 
Diklat untuk 
toolman di 
semua 
jurusan 
Terselenggaranya 
diklat untuk 
toolman 
Diklat untuk 
tenaga 
administrasi 
Terselenggaranya 
diklat untuk tenaga 
administrasi 
Diklat untuk 
satpam 
Terselenggaranya 
diklat untuk 
satpam 
6 Standar 
Sarana 
dan 
Prasarana 
Program 
pengembangan 
sarana dan 
prasarana 
sekolah 
Pengadaan 
alat dan 
bahan praktik 
di bengkel 
Tersedianya alat 
dan bahan praktik 
di bengkel 
Pengadaan 
alat dan 
bahan praktik 
Tersedianya alat 
dan bahan praktik 
di laboratorium 
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di 
laboratorium 
Pengadaan 
media 
pembelajaran  
Tersedianya 
media 
pembelajaran 
yang baru  
Pengadaan 
perabot di 
kantor dan di 
ruang kelas 
Tersedianya 
perabot di kantor 
dan di ruang kelas 
Perawatan 
dan perbaikan 
sarana dan 
prasarana 
yang sudah 
rusak 
Terselenggaranya 
perbaikan sarana 
dan prasarana 
yang sudah rusak 
7 Standar 
Pengelola
an 
Program 
pengembangan 
manajemen 
berbasis 
sekolah 
Diklat 
penyusunan 
RKJM dan 
RKT 
Terselenggaranya 
diklat dan terbuat 
dokumen RKJM 
dan RKT 
Program sistem 
pengendalian 
internal 
Pembentukan 
dan 
pemberdayaa
n komite 
sekolah 
Terbentuknya 
komite sekolah 
dan 
terselenggaranya 
tugas-tugas yang 
diamanatkan 
8 Standar 
Pembiaya
an 
Program 
pengembangan 
pembiayaan 
sekolah 
Diklat 
penyusunan 
RKAS dan 
APBS 
Terselenggaranya 
diklat dan terbuat 
dokumen RKAS 
dan APBS  
Sosialisasi 
dokumen 
laporan 
pembiayaan 
secara 
transparan  
Terselenggaranya 
sosialisasi 
pembiayaan 
secara transparan 
kepada semua 
warga sekolah 
 
Tahapan penyusunan RKS dan RKAS untuk setiap jenjang 
pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya sama, hal ini 
dikarenakan dasar dalam penyusunanya sama, yaitu berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah.  
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Dalam buku petunjuk teknis penyusunan RKS dan RKAS yang 
disusun oleh DPSMA tahapan penyusunan RKS dan RKAS, dijelaskan 
sebagai berikut. 
 
Gambar 13. Prosedur Penyusunan RKS Oleh DPSMA 
Deskripsi dari alur prosedur kerja penyusunan rencana kerja 
sekolah di atas, yaitu sebagai berikut: 
1) Kepala sekolah membentuk dan menugaskan tim kerja sekolah 
untuk menyusun RKS. 
2) Kepala sekolah memberikan arahan teknis terkait penyusunan 
rencana kerja sekolah yang sekurang-kurangnya memuat: 
a) Dasar penyusunan RKS. 
b) Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RKS. 
c) Manfaat penyusunan RKS. 
d) Hasil yang diharapkan dari RKS. 
71 
 
e) Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam 
penyusunan RKS. 
3) Tim kerja sekolah menyusun rencana kegiatan penyusunan 
rencana kerja sekolah yang sekurang-kurangnya berisi uraian 
kegiatan, sasaran atau hasil, pelaksana, dan jadwal pelaksanaan, 
dengan mencakup kegiatan: 
a) Pengumpulan bahan atau data dan penyusunan draf RKJM. 
b) Pembahasan dan reviu draf RKJM. 
c) Finalisasi hasil revisi RKJM. 
d) Penandatanganan dokumen RKJM. 
e) Penyusunan draf RKAS. 
f) Pembahasan dan reviu draf RKAS.  
g) Finalisasi hasil revisi RKAS. 
h) Penandatanganan dokumen RKAS. 
4) Tim kerja sekolah mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
dan menyusun draf rencana kerja jangka menengah, yang 
mencakup: 
a) Pendahuluan 
Pendahuluan ini berisi tentang kondisi ideal suatu sekolah 
sesuai standar nasional pendidikan, kondisi nyata sekolah pada 
saat sebelum disusunnya rencana strategis, dan upaya atau 
langkah memenuhi kondisi ideal sekolah. 
b) Dasar Kebijakan 
Dasar kebijakan berisi tentang landasan hukum yang 
digunakan dalam menyusun rencana strategis sekolah. 
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c) Identifikasi Tantangan Nyata Berdasarkan Analisis Konteks 
Identifikasi tantangan nyata atau kesenjangan kondisi 
dilakukan berdasarkan analisis situasi, baik internal maupun 
eksternal, dan kondisi sekolah sekarang dengan yang 
diharapkan pada masa datang (empat tahun kedepan), dari situ 
dapat diketahui kesenjangan yang terjadi. 
d) Analisis Kondisi (SWOT) 
Analisa kondisi ini dilakukan pada setiap komponen 
sekolah dan faktor-faktornya. 
e) Program Strategis 
Program strategis harus mengacu pada visi, misi, dan 
tujuan sekolah. Program-program yang dibuat sesuai dengan 
prioritas kebutuhan sekolah dan program-program tersebut 
hendaknya realistis untuk dicapai. 
f) Strategi Pencapaian 
Strategi pencapaian merupakan cara, teknik, atau metode 
dalam pelaksanaan setiap program strategis yang telah 
disusun. 
g) Monitoring dan Evaluasi. 
Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur 
ketercapaian program-program strategis yang telah disusun. 
Monitoring dan evaluasi terutama ditujukan untuk mengetahui 
kinerja sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan unsur-unsur 
yang lain dalam standar nasional pendidikan. 
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h) Lampiran-Lampiran 
Lampiran-lampiran berisi tentang dokumen-dokumen 
yang lain yang dibutuhkan untuk mendukung rencana strategis. 
5) Kepala sekolah bersama dengan tim kerja, dewan guru, dan komite 
sekolah melakukan reviu dan revisi draf RKJM. 
6) Tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi RKJM. 
7) Kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi Rencana Kerja 
Sekolah Jangka Menengah menjadi Rencana Strategis (Renstra) 
Sekolah. 
8) Tim kerja sekolah mengidentifikasi priorotas program dan 
menyusun draf RKT, yang mencakup: 
a) Pendahuluan. 
Pendahuluan ini berisi tentang kondisi ideal suatu sekolah 
sesuai standar nasional pendidikan, kondisi nyata sekolah pada 
saat sebelum disusunnya rencana strategis, dan upaya atau 
langkah memenuhi kondisi ideal sekolah. 
b) Dasar Kebijakan 
Dasar kebijakan dalam rencana kerja tahunan berisi 
tentang rencana strategis sekolah, hasil rapat kerja tahunan, 
dan SK pembagian tugas di sekolah. 
c) Tujuan atau Sasaran 
Tujuan atau sasaran dalam program kerja jangka pendek 
harus mengacu pada tujuan jangka menengah, memperhatikan 
skala prioritas terhadap tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan 
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yang disusun hendaknya realistis untuk bisa dicapai dan dapat 
terukur. 
d) Rencana Kerja dan Biaya untuk Pencapaian Sasaran 
Rencana kerja dan biaya untuk pencapaian sasaran berisi 
tentang uraian rencana kerja dan alokasi pembiayaan untuk 
mencapai tujuan jangka pendek. Uraian rencana kerja ini 
dikelompokan dalam bidang kerja kesiswaan, kurikulum dan 
kegiatan pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan budaya 
dan lingkungan sekolah, peningkatan peran serta masyarakat 
dan kemitraan, serta rencana-rencana kerja lain yang 
mengarah pada peningkatan mutu. 
e) Jadwal Pelaksanaan Rencana Kegiatan 
Jadwal pelaksanaan rencana kegiatan memuat 
rancangan jadwal setiap rencana kerja yang telah disusun.  
f) Penanggung Jawab Kegiatan 
Penanggung jawab kegiatan berisi tentang lampiran surat 
kepala sekolah tentang penanggung jawab setiap bidang kerja 
untuk melaksanakan rencana kerja sesuai bidang kerja masing-
masing. 
g) Kepala sekolah bersama dengan tim kerja, dewan guru, dan 
komite sekolah melakukan reviu dan revisi draf RKT. 
9) Tim kerja melakukan finalisasi hasil RKT. 
10) Kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi RKT menjadi 
RKAS. 
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Lain hal dari buku petunjuk yang disusun oleh DPSMK dan 
DPSMA, dalam buku petunjuk teknis penyusunan RKS dan RKAS yang 
disusun oleh DPSMP tahapan penyusunan RKS dan RKAS, dijelaskan 
sebagai berikut. 
1) Tahapan Penyusunan RKS 
a) Membentuk Tim Penyusun  
Langkah-langkah dalam pembentukan tim penyusun 
tersebut yaitu: 
(1) Kepala sekolah mensosialisasikan rencana penyusunan 
RKS. 
(2) Kepala sekolah menyusun tim penyusun RKS melalui rapat 
yang dihadiri oleh kepala sekolah itu sendiri, wakil kepala 
sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. 
(3) Kepala sekolah menerbitkan surat keputusan tim penyusun 
RKS dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota. 
(4) Tim penyusun yang sudah terbentuk kemudian melakukan 
koordinasi, konsolidasi, dan musyawarah dalam menyusun 
rincian tugas masing-masing. 
b) Melakukan Analisa Strategis Sekolah 
Analisa lingkungan strategis sekolah berfungsi sebagai 
gambaran tentang kemana sekolah akan dikembangkan. 
Dalam analisa strategis sekolah, sekolah melakukan kajian 
tentang faktor-faktor eksternal dan internal yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan sekolah.  
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c) Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 
Menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah ini didasarkan 
pada hasil kajian dari analisa strategis sekolah. 
d) Identifikasi Tantangan Nyata 
Identifikasi tantangan nyata adalah membandingkan 
antara kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi pendidikan 
yang diharapkan sesuai dengan delapan aspek standar 
nasional pendidikan. Tantangan nyata setiap standar nasional 
pendidikan dirumuskan secara kuantitatif dan terukur. Selisih 
antara kondisi ideal dengan kondisi nyata tiap aspek standar 
nasional pendidikan ini adalah tantangan nyata yang harus di 
atasi oleh sekolah/madrasah. Dalam melakukan analisa 
tantangan nyata, dapat dilakukan dengan menggunakan 
instrumen evaluasi diri sekolah yang dikembangkan oleh Dinas 
Pendidikan ataupun menggunakan instrumen evaluasi diri 
sekolah yang dikembangkan oleh sekolah sendiri (Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014: 33). 
e) Merumuskan Program-Program Strategis 
Langkah selanjutnya dalam penyusunan RKS yaitu 
merumuskan program strategis untuk mencapai visi, misi, dan 
tujuan. Rumusan yang dibuat oleh sekolah tentang program-
program empat tahunan tersebut bersifat strategis. Program-
program tersebut belum operasional, yang artinya hanya berisi 
garis besarnya saja (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Pertama, 2014: 38). 
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f) Menentukan Strategi Pelaksanaan 
Setelah merumuskan program-program strategis, 
langkah selanjutnya yaitu menentukan strategi pelaksanaan, 
yang berisi tentang langkah-langkah yang efektif dan efisien 
dalam pencapai program-program strategis yang telah 
ditetapkan (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Pertama, 2014: 40). 
g) Hasil yang Diharapkan 
Hasil yang diharapkan berisi tentang tingkat pemenuhan 
standar nasional pendidikan yang hendak dicapai dalam kurun 
waktu empat tahun (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Pertama, 2014: 40). 
h) Sistematika RKS 
Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang disusun setidaknya 
mencakup pendahuluan, visi misi dan tujuan sekolah, 
tantangan nyata, program-program strategis, strategi 
pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan (Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Pertama, 2014: 42). 
2) Tahapan Penyusunan RKAS/RKT  
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana 
Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen jabaran operasional dalam 
Rencana Kerja Sekolah (RKS). Langkah-langkah dalam 
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) / 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut diuraikan sebagai berikut: 
a) Membentuk Tim Penyusun 
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Tim penyusun RKAS/RKT merupakan tim yang sama 
dengan tim yang menyusun RKS.  
b) Melakukan Analisa Situasional Sekolah 
Analisa situasional sekolah merupakan kajian terhadap 
situasi dan kondisi sekolah beserta lingkungan yang ada, 
dengan ditinjau dari sisi geografis, demografis, sosial 
masyarakat, ekonomi, input siswa, dan komponen-komponen 
sekolah. Analisa situasional sekolah ini pada intinya akan 
menunjukan gambaran nyata sekolah dengan lingkungan 
sekitar secara obyektif, yang kemudian disusun kedalam 
dokumen profil sekolah (Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama, 2014: 43). 
c) Menetapkan Tujuan Satu Tahunan 
Rumusan tujuan satu tahunan atau sering disebut dengan 
tujuan situasional adalah penjabaran rinci, operasional, dan 
terukur dari tujuan strategis atau tujuan empat tahunan. Tujuan 
satu tahunan tidak boleh menyimpang dari tujuan empat 
tahunan. Secara substansi, tujuan satu tahunan lebih 
menitikberatkan dalam pencapaian standar nasional 
pendidikan dalam berbagai aspek pendidikan (Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014: 43). 
d) Melakukan Identifikasi Tantangan Nyata 
Tantangan nyata adalah selisih antara kondisi sekarang 
dengan kondisi ideal yang diharapkan sesuai tuntutan standar 
nasional pendidikan. Maka dari itu sekolah perlu melakukan 
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evaluasi diri yang didasarkan pada delapan aspek pendidikan 
yang ada dalam standar nasional pendidikan, karena dengan 
melakukan evaluasi diri ini sekolah akan mengetahui kinerja 
sekolah yang telah diselenggarakan pada periode sebelumnya 
(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014: 44). 
e) Menyusun Rencana Kegiatan Sekolah 
Kepala sekolah bersama dengan tim penyusun rencana 
kerja sekolah dan komite sekolah menyusun rencana kegiatan 
sekolah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditetapkan. Rencana kegiatan yang disusun harus detail dan 
lugas tentang aspek-aspek yang akan dicapai, yang harus 
dilakukan, siapa yang harus melakukan, kapan dan dimana 
dilakukan, dan berapa biaya yang diperlukan. Hal tersebut 
diperlukan juga untuk memudahkan sekolah dalam 
menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah 
maupun orangtua peserta didik, baik secara moral maupun 
finansial (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 
2014: 49). 
f) Menyusun Rencana Anggaran 
Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan dalam 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 
(RAPBS). Dalam membuat rencana anggaran ini setiap 
besarnya alokasi dana harus dimasukan asal sumber dananya. 
Dalam penyusunan anggaran dalam RAPBS, maka setiap 
kegiatan harus jelas, terukur, dan rinci, sehingga memudahkan 
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dalam menentukan besarnya anggaran yang diperlukan 
(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014: 50). 
g) Menyusun Strategi Pelaksanaan Program 
Penyusunan strategi pelaksanaan program lebih 
mengarah pada kiat, cara, teknik, dan strategi yang tepat, 
efisien, efektif, dan feasible untuk dilaksanakan dalam 
pencapaian terhadap program sekolah yang telah disusun 
(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014: 50). 
h) Menyusun Rencana Supervisi, Pemantauan, dan Evaluasi 
Sekolah merumuskan tentang rencana evaluasi, 
pemantauan, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala 
sekolah dan tim yang dibentuk oleh sekolah. Supervisi, 
pemantauan, dan evaluasi ini harus dirumuskan secara jelas 
kapan waktu pelaksanaannya dalam kurun waktu satu tahun. 
Supervisi, pemantauan, dan evaluasi ini berfungsi untuk 
mengetahui program-program apa saja yang telah dicapai dan 
kapan suatu target akan dicapai dengan pasti (Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2014: 51).  
i) Membuat Jadwal Pelaksanaan Program 
Langkah selanjutnya dalam penyusunan rencana kerja 
tahunan ini adalah membuat jadwal pelaksanaan program. 
Jadwal pelaksanaan program ini berfungsi untuk pegangan bagi 
para pelaksana program dan sekaligus mengontrol 
pelaksanaan program tersebut (Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama, 2014: 51). 
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Berdasarkan dari berbagai pedoman penyusunan rencana kerja 
sekolah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana 
kerja sekolah terdiri dari berbagai tahapan kegiatan yang saling 
berkaitan, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: 
1) Tahap Persiapan 
Dalam tahap persiapan, terdiri dari kegiatan: 
a) Pembentukan tim penyusun oleh kepala sekolah. 
b) Pengarahan-pengarahan mengenai penyusunan rencana kerja 
sekolah oleh kepala sekolah. 
2) Tahap penyusunan 
Dalam tahap penyusunan, terdiri dari kegiatan: 
a) Penyusunan RKS 
Dalam penyusunan RKS (Rencana Kerja Sekolah) 
berpedoman pada visi, misi, dan tujuan sekolah. RKS berisi 
program-program sekolah dalam kurun waktu tertentu, ada 
yang empat tahun dan ada pula yang lima tahun. RKS bisa juga 
disebut dengan RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) 
ataupun Renstra (Rencana Strategis) sekolah.  Tahapan dalam 
penyusunan RKS meliputi urutan kegiatan: 
(1) Identifikasi tantangan nyata melalui kegiatan EDS (Evaluasi 
Diri Sekolah). 
(2) Analisis kondisi lingkungan sekolah, yang mencakup 
analisis internal dan eksternal. Analisis kondisi lingkungan 
tersebut dapat menggunakan metode analisis SWOT. 
(3) Menetapkan prioritas program yang akan dicapai.  
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(4) Menetapkan indikator pencapaian program yang telah 
ditetapkan. 
(5) Menyusun strategi pelaksanaan program. 
b) Penyusunan RKAS 
RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau 
yang bisa disebut juga dengan RKT (Rencana Kerja Tahunan) 
merupakan turunan dari RKS.  Tahapan dalam penyusunan 
RKAS, yaitu sebagai berikut: 
(1) Menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 
sekolah dalam kurun waktu satu tahun. Kegiatan-kegiatan 
yang disusun mengacu pada program-program yang ada 
dalam RKS. 
(2) Menetapkan besaran dana yang digunakan dalam setiap 
kegiatan. 
(3) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan menetapkan 
penanggung jawabnya. 
3) Tahap akhir 
Dalam tahap akhir, terdiri dari kegiatan: 
a) Finalisasi penyusunan RKS dan RKAS.  
Finalisasi RKS dan RKAS meliputi kegiatan reviu dan 
revisi terhadap draf RKS dan RKAS yang telah disusun. Dalam 
kegiatan reviu draf RKS dan RKAS melibatkan warga sekolah 
dan pemangku kepentingan sekolah. 
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b) Pengesahan dokumen RKS dan RKAS yang telah dibuat oleh 
sekolah. Pengesahan tersebut melibatkan komite sekolah, 
kepala sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. 
c) Sosialisasi RKS dan RKAS kepada seluruh warga sekolah. 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian tentang implementasi penyusunan rencana kerja sekolah atau 
yang sejenisnya juga pernah dilakukan oleh Nunuk Hariyati pada tahun 2014 
dari Universitas Negeri Malang. Penelitian Nunuk Hariyati berjudul 
Pengembangan Sekolah Berbasis Multikultural. Penelitian tersebut bertujuan 
untuk mengetahui proses penyusunan dan implementasi rencana 
pengembangan sekolah di sekolah multikultural. Penelitian tersebut 
menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus, bersifat eksplanatoris, 
untuk lokasi penelitiannya yaitu di SMA SPI Kota Batu, Malang. Temuan dalam 
penelitian tersebut menunjukan bahwa, sekolah memiliki RPS multikultural, 
strategi yang dilakukan termuat dalam RPS multikultural, proses penyusunan 
RPS tampak pada alur penyusunan RKAS dan RJKM, implementasi RPS 
sudah baik, sekolah memfasilitasi siswa dalam pengembangan diri pada 
bidang akademik maupun bidang non akademik. 
C. Kerangka Pikir 
Perencanaan pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting 
dalam pengelolaan pendidikan. Perencanaan pedidikan berfungsi sebagai 
dasar dalam manajemen pendidikan. Perencanaan pendidikan dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan 
penyelenggaraan pendidikan. Sampai saat ini perencanaan pendidikan belum 
diimplementasikan secara benar dan menyeluruh oleh sebagian sekolah. 
84 
 
Permasalahan-permasalahan tersebut sepertihalnya masih banyaknya 
sekolah yang belum memiliki dokumen rencana kerja sekolah yang sesuai 
dengan rambu-rambu, bahkan masih ada sekolah yang belum menyusun 
rencana kerja sekolah sebagaimana yang diatur dalam standar pengelolaan 
pendidikan, dan juga masih banyaknya sekolah yang penyusunannya belum 
secara komperhensif dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan . 
Penyusunan rencana kerja sekolah diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang 
Standar Pengelolaan Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap 
satuan atau lembaga pendidikan wajib menyusun rencana kerja sekolah. 
Rencana kerja sekolah merupakah rencana strategis sekolah yang disusun 
sebagai acuan pengembangan program dimasa yang akan datang (empat 
atau lima tahun kedepan) dalam mencapai tujuan pendidikan. Rencana kerja 
sekolah mencakup kegiatan atau program dalam pemenuhan standar nasional 
pendidikan. Rencana kerja sekolah disusun sebagai acuan atau pedoman 
kerja dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Rencana kerja sekolah terdiri 
dari RKS (Rencana Kerja Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sekolah). 
Penyusunan rencana kerja sekolah terdiri dari beberapa tahap kegiatan. 
Tahapan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja sekolah tersebut 
mencakup, (1) pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sekolah, 
(2) persiapan penyusunan RKS dan RKAS, (3) kegiatan penyusunan RKS dan 
RKAS, dan (4) pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS yang telah 
disusun.  
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1. Pelaksanaan SPMI 
Pelaksanaan SPMI merupakan dasar dalam penyusunan rencana 
kerja sekolah. Pelaksanaan SPMI terdiri dari kegiatan EDS (Evaluasi Diri 
Sekolah). Dari kegiatan EDS tersebut dihasilkan profil mutu sekolah 
tentang pencapaian mutu 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan), yang 
selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja 
sekolah. 
2. Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
Persiapan penyusunan RKS dan RKAS terdiri dari dua kegiatan, yaitu 
pembentukan tim penyusun/tim pengembang sekolah oleh kepala sekolah, 
dan kegiatan pengarahan serta sosialisasi yang berkaitan dengan 
penyusunan rencana kerja sekolah. 
3. Tahap Penyusunan RKS dan RKAS 
Dalam tahap penyusunan RKS dan RKAS ini, kegiatannya dibagi 
menjadi dua yaitu kegiatan penyusunan RKS itu sendiri, dan penyusunan 
RKAS dikarenakan RKS dan RKAS tersebut merupakan dua perencanaan 
yang berbeda. 
a. Tahap penyusunan RKS 
RKS disusun berdasarkan dari hasil pelaksanaan SPMI. 
Penyusunan RKS harus secara komperhensif dan menggambarkan 
upaya sekolah dalam mencapai 8 SNP. Secara umum tahapan dalam 
penyusunan RKS, terdiri atas kegiatan identifikasi tantangan nyata, 
analisa kondisi, perumusan program strategis, penyusunan strategi 
pencapaian program strategis, dan pembuatan indikator pencapaian 
program strategis. 
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b. Tahap penyusunan RKAS 
RKAS merupakan penjabaran dari RKS, sehingga dalam 
penyusunannya harus melaksanakan kegiatan penyusunan RKS 
terlebih dahulu baru bisa melakukan penyusunan RKAS. Secara umum 
dalam penyusunan RKAS terdiri dari kegiatan perumusan rencana 
kegiatan sekolah, permusan rencana biaya kegiatan sekolah, dan 
penyusunan jadwal kegiatan serta pembagian tanggung jawab dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut.  
4. Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
Setelah RKS dan RKAS tersusun, langkah selanjutnya yaitu 
pengesahan dan sosialisasi. Pengesahan dilakukan oleh kepala sekolah 
dengan disetujui oleh komite sekolah, dan dinas pendidikan 
kabupaten/kota. Setelah itu RKS dan RKAS tersebut disosialisasikan 
kepada seluruh warga sekolah agar seluruh warga sekolah mengetahui, 
sehingga RKS dan RKAS tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-
sama. 
Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini 
digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 14. Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Pertanyaan Penelitian  
Berdasarkan dari kajian teori dan kerangka pikir yang telah dijelaskan di 
atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu 
bagaimana implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 
Yogyakarta, dengan meliputi: 
1. Bagaimana pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di SMK 
N 2 Yogyakarta? 
2. Bagaimana persiapan penyusunan RKS (Rencana Kerja Sekolah) dan 
RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) di SMK N 2 
Yogyakarta? 
3. Bagaimana tahapan penyusunan RKS (Rencana Kerja Sekolah) dan 
RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) di SMK N 2 
Yogyakarta? 
4. Bagaimana tahapan pengesahan dan sosialisasi RKS (Rencana Kerja 
Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) di SMK N 
2 Yogyakarta? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat non 
eksperimental dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif 
adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, bisa 
menggunakan satu variabel atau lebih dengan tanpa membuat perbandingan 
atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 
2009: 56). Dalam pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu 
gejala atau peristiwa yang menjadi objek penelitian tanpa memberikan 
perlakuan khusus, dan tidak mencari hubungan atau menerangkan komparasi 
antar variabel, sehingga penelitian deskriptif ini tidak memerlukan hipotesis. 
Mengacu dengan pengertian tersebut, maka penelitian deskriptif ini bertujuan 
untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi dalam penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini bertempat di SMK N 2 Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. 
A.M Sangaji No. 47 Yogyakarta pada bulan Mei s/d September 2016. Alasan 
memilih SMK N 2 Yogyakarta sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagai 
berikut: 
1. SMK N 2 Yogyakarta merupakan SMK Rujukan. 
2. SMK N 2 Yogyakarta memiliki status akreditasi A. 
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3. SMK N 2 Yogyakarta sudah mengimplementasikan Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2008. 
4. SMK N 2 Yogyakarta merupakan sekolah yang dulunya merupakan 
sekolah bertaraf internasional.  
5. SMK N 2 Yogyakarta memiliki letak yang strategis, sehingga mudah 
dijangkau oleh masyarakat.  
6. SMK N 2 Yogyakarta termasuk sekolah unggulan yang memiliki banyak 
prestasi yang bagus, dengan prestasi yang terbaru yaitu menjadi juara ke-
tiga tingkat nasional dalam pelaksanaan ujian nasional yang berintegrasi.  
C. Subjek Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 145), subjek penelitian adalah subjek 
yang dituju untuk diteliti, sedangkan menurut Moeliono (1993: 862), subjek 
penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian adalah subjek atau orang yang 
dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.  
Subjek penelitian dalam implementasi penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta ini yaitu Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 
Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, Waka Humas, QMR, Kepala Tata Usaha, 
Bendahara, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru. 
      Tabel 2. Subjek Penelitian 
No Sampel Penelitian Jumlah 
1 Kepala Sekolah 1 
2 Waka Sekolah 4 
3 K.a Tim QMR 1 
4 K.a Tim Iso 1 
5 Kepala Tata Usaha 1 
6 Komite Sekolah 1 
7 Guru 72 
Jumlah 81 
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D. Definisi dan Operasional Variabel 
Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja, 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi 
tentang hal terkait yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 60). 
Variabel dalam penelitian tentang implementasi penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah ini meliputi:  
1. Pelaksanaan SPMI di Sekolah 
Hasil dari pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) 
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah. 
Pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), terdiri dari kegiatan 
yang sistematis. Kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan EDS (Evaluasi Diri 
Sekolah), Pemetaan mutu, pemenuhan program SNP (Standar Nasional 
Pendidikan), rekomendasi hasil pemenuhan program SNP (Standar 
Nasional Pendidikan), dan skala prioritas Program SNP Standar Nasional 
Pendidikan) dalam perencanaan sekolah selanjutnya.  
2. Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
Persiapan dalam penyusunan RKS dan RKAS terdiri dari dua hal, 
yaitu pembentukan tim penyusun rencana sekolah/tim pengembang 
sekolah, dan pembekalan atau arahan kepada tim penyusun rencana 
sekolah/tim pengembang sekolah oleh kepala sekolah. Pembekalan atau 
arahan yang diberikan setidaknya mencakup dasar penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah, manfaat penyusunan Rencana Kerja Sekolah, hasil yang 
diharapkan dari penyusunan Rencana Kerja Sekolah, serta unsur-unsur 
91 
 
yang terlibat dan urain tugasnya dalam penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah. 
3. Tahapan Penyusunan RKS dan RKAS 
a. Tahapan Penyusunan RKS 
RKS (Rencana Kerja Sekolah) merupakan dokumen yang berisi 
tentang rencana program pengembangan sekolah yang akan dicapai 
dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar dalam pengelolaan sekolah. 
Penyusunan RKS harus secara komperhensif dan menggambarkan 
upaya sekolah dalam mencapai 8 SNP (Standar Nasoal Pendidikan). 
Penyusunan RKS didasarkan pada hasil analisa konteks, yang 
mencakup analisa 8 SNP, analisa kondisi yang ada di sekolah, serta 
analisa peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan 
sekitar sekolah. Tahapan dalam penyusunan RKS, terdiri atas 
melakukan kegiatan identifikasi tantangan nyata, analisa kondisi, 
perumusan program strategis, penyusunan strategi pencapaian 
program strategis, dan pembuatan indikator pencapaian program 
strategis. 
b. Tahapan Penyusunan RKAS 
RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan 
dokumen yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
sekolah dalam kurun waktu satu tahun, yang mengacu pada RKS. 
Tahapan dalam Penyusunan RKAS, terdiri atas kegiatan perumusan 
rencana kegiatan sekolah, dilanjutkan perumusan rencana biaya 
kegiatan sekolah, dan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan 
sekolah,  
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4. Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
Pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS merupakan bagian akhir 
dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah. Pengesahan dilakukan oleh 
kepala sekolah dengan disetujui oleh komite sekolah, dan diketahui oleh 
dinas pendidikan kabupaten/kota. Setelah Rencana Kerja Sekolah 
disetujui kegiatan yang selanjutnya yaitu sosialisasi kepada seluruh warga 
sekolah, agar rencana kerja yang telah disusun tersebut dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 
memperoleh data penelitian yang diperlukan dalam penelitian. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan 
dokumentasi, hal ini agar diperoleh data yang akurat dan lengkap, sehingga 
dapat mengambarkan implementasi penyusunan dalam Rencana Kerja 
Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta. 
1. Angket 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 151), angket merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden. Angket yang digunakan adalah 
angket tertutup (berstruktur), yaitu angket yang disajikan sedemikian rupa 
sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah 
disediakan. Pengukuran pada angket tersebut menggunakan skala likert 
yang terdiri dari empat macam pilihan yaitu selalu (skor 4), sering (skor 3), 
kadang-kadang (skor 2), dan tidak pernah (skor 1). 
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2. Wawancara 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 155), Wawancara adalah sebuah 
dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi yang 
lebih mendalam dari responden, sehingga data yang didapat menjadi lebih 
akurat dan detail. Pedoman wawancara disusun secara sistematis, 
lengkap dan sesuai dengan angket agar proses wawancara berjalan 
dengan lancar. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan sebagai data penguat dari hasil angket dan 
wawancara. Dokumentasi ini berupa buku-buku yang relevan, laporan 
kegiatan, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang relevan (Suharsimi 
Arikunto, 2006: 158). 
F. Instrumen Penelitian 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, instrumen adalah alat yang 
dipakai untuk mengerjakan sesuatu dan sarana penelitian (berupa 
seperangkat tes, angket, dan sebagainya) yang digunakan dalam 
mengumpulkan data. Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 133), instrumen 
penelitian digunakan sebagai alat untuk mengukur objek penelitian atau nilai 
variabel yang diteliti. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan pada kajian teori 
dan kerangka pikir yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Instrumen 
penelitian disusun dengan menjabarkan variabel penelitian. Dari kajian teori 
tersebut diperoleh beberapa indikator yang kemudian dijadikan butir instrumen 
yang akan digunakan. 
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Berikut tabel indikator-indikator implementasi dalam penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah: 
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Angket 
No Variabel Indikator No. Item 
Jmlh Sumber 
Data 
1 
Pelaksanaan 
SPMI 
a. Pelaksanaan EDS 1-6 6 
Tim 
Penyusun 
dan Guru 
b. Pemetaan mutu   
1) Capaian mutu 7-54 48 
2) Identifikasi 
permasalahan 
55-57 3 
c. Rekomendasi program 58-61 4 
2 
Persiapan 
Penyusunan  
a. Pembentukan tim penyusun 1 1 
b. Pembekalan/Pemahaman 
regulasi penyusunan  
2-6 5 
3 
Tahapan 
Penyusunan 
RKS 
a. Identifikasi tantangan nyata 
hasil EDS & hasil RKS 
tahun sebelumnya 
1-3 3 
b. Analisa lingkungan  4-9 6 
c. Penetapan program 
strategis, indikator dan 
strategi pelaksanaan RKS 
10-17 8 
d. Finalisasi penyusunan RKS 18 1 
4 
Tahap 
Penyusunan 
RKAS 
a. Identifikasi prioritas program 
dalam RKAS  
1 1 
b. Penyusunan biaya program  2 1 
c. Penyusunan jadwal 
pelaksanaan program 
3 1 
d. Finalisasi penyusunan 
RKAS 
4-5 2 
5 
Pengesahan 
dan 
Sosialisasi 
a. Pengesahan dan sosialisasi 
RKS 
1,2,5,6,7 5 
b. Pengesahan dan sosialisasi 
RKAS 
3,4,8,9,10 5 
Jumlah  100  
 
Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 
No Variabel Indikator 
No. 
Item 
Jmlh Sumber 
Data 
1 
Pelaksanaan 
SPMI 
a. Pelaksanaan EDS 1-5 5 
Tim 
Penyusun 
b. Pemetaan mutu 6 1 
c. Capaian mutu 7 1 
d. Identifikasi permasalahan 8 1 
e. Rekomendasi program 9-10 2 
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2 
 
Persiapan 
Penyusunan 
a. Pembentukan tim penyusun 1 1 
b. Pembekalan/pemahaman 
regulasi tim penyusun 
2 1 
3 
Tahapan 
Penyusunan 
RKS 
a. Identifikasi tantangan nyata 
hasil EDS & hasil RKS tahun 
sebelumnya 
1-2 2 
b. Analisa kondisi 3 1 
c. Perumusan program 4-5 2 
d. Strategi pencapaian program 6 1 
4 
Tahapan 
Penyusunan 
RKAS 
a. Perumusan rencana kegiatan 
sekolah 
1-3 3 
b. Perumusan rencana biaya 
kegiatan sekolah 
4-5 2 
c. Perencanaan jadwal 
pelaksanaan program 
6 1 
5 
Pengesahan 
dan 
Sosialisasi 
a. Pengesahan  1-2 2 
b. Sosialisasi 3 1 
Jumlah  27  
 
Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi 
No Dokumen Keterangan Sumber Data 
1 Regulasi     
 
a. UU No. 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional  
Tim 
Penyusun 
b. UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah  
c. PP No. 19 Tahun 2005, dan 
Pembaharuannya No. 32 
Tahun 2013 dan Nomor 13 
Tahun 2015  
d. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan  
e. Permendiknas No. 63 Tahun 
2009 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan  
f. Buku Panduan Penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah  
2 Proses Penyusunan   
 
a. Daftar hadir rapat 
pembentukan tim pengembang 
sekolah   
Tim 
Penyusun 
b. Surat tugas tim pengembang 
sekolah  
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c. Daftar hadir rapat pembahasan 
draf RKS dan RKAS  
d. Daftar hadir sosialisasi RKS 
dan RKAS  
3 Hasil   
 
a. Dokumen EDS    
Tim 
Penyusun b. Dokumen RKS  
c. Dokumen RKAS  
 
G. Validitas Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang baik akan memudahkan peneliti dalam 
mengumpulkan data yang valid, akurat, dan dapat dipercaya. Instrumen 
penelitian sebelum digunakan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu. Uji 
instrumen ini mencakup uji validitas. Menurut Sugiyono (2009: 173), instrumen 
dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 
apa yang seharusnya diukur. 
Uji validitas pada instrumen penelitian ini dilakukan dengan dua tahap 
yaitu dengan uji validitas konstrak dan validitas isi dengan alasan bahwa 
instrumen penelitian ini berbentuk non-tes, hal ini sesuai dengan pendapat 
Sugiyono (2009: 176), bahwa instrumen yang berbentuk non-tes cukup 
memenuhi validitas konstrak. Dalam uji validitas konstrak, instrumen 
dikonstruksikan dengan indikator-indikator yang akan diukur dengan 
berlandaskan teori tertentu, sedangkan uji validitas isi yaitu uji validitas 
instrumen yang berkaitan dengan kesanggupan instrumen dalam mengukur isi 
yang akan diukur.  
Uji validitas konstrak dan uji validitas isi dilakukan dengan 
mengkonsultasikan instrumen kepada pembimbing atau ahli (judgment 
expert), uji ini berkaitan dengan penilaian kejelasan maksud dari kalimat dalam 
instrumen, dan kejelasan instrumen tersebut dalam menggambarkan indikator-
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indikator dari variabel yang diteliti, sehingga instrumen penelitian tersebut valid 
dan reliabel dalam mengambil data yang diperlukan. 
H. Teknik Analisa Data 
1. Analisa Data Angket 
Teknik analisa data yang digunakan untuk mengolah data yang 
diperoleh yaitu dengan teknik analisa statistik deskriptif. Statistik deskriptif 
digunakan untuk mendeskriptifkan variabel penelitian yang diperoleh 
melalui hasil-hasil pengukuran (Nana Sudjana, 1989: 126).  
Untuk menentukan kedudukan hasil penelitian menggunakan analisa 
deskriptif persentase. Berikut rumus untuk menghitung persentase 
tersebut (Muhammad Ali, 1993:186). 
% =
∑𝑥
∑𝑥 𝑀𝑎𝑥
× 100% 
Keterangan: 
%  = Persentase Pencapaian 
∑𝑥  = Penjumlahan Skor pada Suatu Item 
∑𝑥 𝑀𝑎𝑥 = Penjumlahan Skor Maksimal pada Suatu Item 
Setelah persentase pencapaian diperoleh, kemudian perolehan 
persentase tersebut diklasifikasikan kategorinya, dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut. 
a. Menentukan Skor Tertinggi dan Skor Terendah 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 
× 100% 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ =
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 
× 100% 
Keterangan:  
Bobot Nilai Terbesar : 4 
98 
 
Bobot Nilai Terendah : 1  
b. Menentukan Rentang Skor 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 
Keterangan:  
Skor Tertinggi : 100% 
Skor Terendah : 25%  
c. Menentukan Interval Nilai 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 
× 100% 
Keterangan:  
Rentang Skor  : 75% 
Banyaknya klasifikasi : 5 
Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh pengkategoriannya 
sebagai berikut.  
Tabel 6. Kategori Persentase Pencapaian 
No Nilai (%) Kategori 
1 81-100 Baik Sekali 
2 66-80 Baik 
3 56-65 cukup 
4 41-55 kurang 
5 25-40 Tidak Baik 
  
2. Analisa Data Wawancara 
Data wawancara adalah data yang berupa kalimat (data kualitatif). 
Data hasil wawancara berfungsi untuk mendukung data yang diperoleh dari 
data angket. Data hasil wawancara dianalisa dengan tiga proses, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hal ini 
dikarenakan informasi yang terkumpul melalui wawancara bisa jadi sangat 
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kompleks, hal ini dikemukakan oleh Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2009: 
337). 
Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing 
informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga 
perlu direduksi. Setelah data direduksi langkah selanjutnya yaitu penyajian 
data. Data disajikan secara naratif, hal ini bertujuan agar data yang 
diperoleh tersebut sederhana dan jelas, setelah itu barulah data tersebut 
diambil atau disimpulkan sesuai dengan fokus penelitian. 
3. Analisa Data Dokumentasi 
Data dokumentasi merupakan dokumen-dokumen pendukung yang 
berkaitan dengan variabel penelitian. Data dari hasil dokumentasi ini 
digunakan sebagai data pelengkap atau penguat data dari data angket. 
Apabila ada perbedaan data yang diperoleh dengan angket maka yang 
akan digunakan yaitu data dokumen, karena dokumen merupakan bentuk 
bukti-bukti yang nyata tentang variabel penelitian.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Data penelitian diperoleh dari hasil angket dan dokumen yang diambil di 
SMK N 2 Yogyakarta. Subjek penelitian dalam pengambilan data ini meliputi 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tim QMR, Tim ISO, Kepala Tata 
Usaha, Komite Sekolah, dan Guru dengan total subjek penelitian sebanyak 81 
orang. Data dalam penelitian implementasi penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta ini mencakup data pelaksanaan SPMI, data 
persiapan penyusunan RKS dan RKAS, data tahapan penyusunan RKS dan 
RKAS, serta data pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS. Berikut 
deskripsi data yang diperoleh dalam penelitian tersebut. 
Tabel 7. Jumlah Skor Implementasi Rencana Kerja Sekolah 
No Variabel 
Sub 
Variabel 
Jumlah 
Item 
Skor 
Min 
Skor 
Maks 
Skor 
1 Pelaksanaan SPMI  61 4,941 19,764 18,053 
2 
Persiapan 
Penyusunan 
 6 366 1,944 
1,793 
3 Tahapan Penyusunan 
a. RKS 18 1,458 5,832 5,245 
b. RKAS 5 405 1,620 1,475 
4 
Pengesahan dan 
Sosialisasi 
 10 810 3,240 2,912 
Implementasi Penyusunan RKS 
Keseluruhan 
100 8,100 32,400 29,477 
 
Berdasarkan data pada Tabel 7. di atas, selanjutnya dikategorikan 
hasilnya pada masing-masing variabel dengan menggunakan rumus yang 
telah dituliskan pada bagian teknik analisa data pada bab III. Berikut hasil 
pengkategoriannya. 
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Tabel 8. Pengkategorian Hasil Penelitian 
No Variabel 
Sub 
Variabel 
Persentase 
(%) 
Keterangan  
1 Pelaksanaan SPMI  91.3  Sangat Baik 
2 Persiapan Penyusunan  92.2 Sangat Baik 
3 Tahapan Penyusunan 
A. RKS 89.9 Sangat Baik 
B. RKAS 91 Sangat Baik 
Rerata  90.45 Sangat Baik 
4 
Pengesahan dan 
Sosialisasi 
 89.8 Sangat Baik 
Implementasi Penyusunan RKS 
Keseluruhan 
90.9 Sangat Baik 
 
Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui bahwa implementasi penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan 
sangat baik, dengan mencapai 90.9%. Berdasarkan data hasil penelitian 
tersebut dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut. 
 
Gambar 15. Diagram Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Sekolah di 
SMK N 2 Yogyakarta 
 
Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa hasil penelitian 
implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta 
secara keseluruhan terkategori sangat baik. Perolehan penilaian ini didapat 
dari perolehan jumlah skor pada tiap variabel. Berikut deskripsi data tiap 
variabelnya. 
91.3
92.2
90.45
89.9
88
89
90
91
92
93
Pelaksanaan SPMI Persiapan Penyusunan Tahapan Penyusunan Pengesahan dan
Sosialisasi
Implementasi Penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta 
(%)
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1. Pelaksanaan SPMI 
Pada variabel pelaksanaan SPMI angket yang digunakan berisi 61 
butir pernyataan yang meliputi (1) Pelaksanaan EDS 6 butir, (2) Pemetaan 
mutu 51 butir, dalam pemetaan mutu ini terdiri dari capaiaan mutu 48 butir 
dan identifikasi permasalahan 3 butir, serta (3) Rekomendasi program 4 
butir. Hasil perhitungan indikator pelaksanaan SPMI sebagai berikut. 
Tabel 9. Hasil Penelitian Pelaksanaan SPMI 
Indikator 
Pencapaian 
(%) 
Keterangan 
1. Pelaksanaan EDS 92.7 Sangat Baik 
2. Pemetaan mutu   
a. Capaian mutu 79.4 Baik 
b. Identifikasi permasalahan 90.1 Sangat Baik 
3. Rekomendasi program 94.4 Sangat Baik 
Hasil Keseluruhan 91.3  Sangat Baik 
 
Berdasarkan Tabel 9. dapat diketahui bahwa pelaksanaan SPMI di 
SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan sangat baik. Pelaksanaan 
SPMI di SMK N 2 Yogyakarta mencapai 91.3% yang terdiri dari 
pelaksanaan EDS sebesar 92.7%, capaian mutu 79.4%, identifikasi 
masalah 90.1%, dan penyusunan rekomendasi program sebesar 94.4%. 
Berdasarkan data hasil penelitian dari angket pelaksanaan SPMI di 
SMK N 2 Yogyakarta dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut. 
 
Gambar 16. Diagram Pelaksanaan SPMI 
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Dari Gambar 16. tersebut, dapat diketahui bahwa indikator dalam 
pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Yogyakarta tingkat pencapaian 
perindikatornya kurang merata. Pencapaian indikator tertinggi dicapai pada 
perekomendasian program kemudian pelaksanaan EDS, 
pengidentifikasian masalah, dan terakhir capaian mutu.  
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian QMR 
dan dari studi dokumen diperoleh informasi bahwa sekolah telah 
melaksanakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Pelaksanaan 
SPMI di SMK N 2 Yogyakarta dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru, 
dengan prosedur pelaksanaan SPMI meliputi pembentukan tim 
pengembang sekolah atau kalau di SMK N 2 Yogyakarta disebut dengan 
tim ISO, setelah membentuk tim langkah selanjutnya yaitu melakukan 
koordinasi untuk melaksanakan SPMI tersebut. Dalam melaksanakan 
SPMI, kegiatan yang dilakukan yaitu meliputi pengumpulan data, 
pengumpulan data melalui angket yang telah disediakan oleh LPMP. 
Setelah angket diisi, selanjutnya angket tersebut diolah menggunakan 
software EDS yang telah disediakan oleh LPMP untuk mengetahui hasil 
dari Evaluasi Diri Sekolah. Setelah diperoleh hasilnya, kemudian disusun 
menjadi dokumen profil mutu sekolah, dan yang terakhir melaporkan hasil 
pelaksanaan tersebut ke Dinas Pendidikan Kota. Hasil dari pelaksanaan 
SPMI tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyusun 
Rencana Kerja Sekolah. 
2. Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
Pada variabel persiapan penyusunan RKS dan RKAS angket yang 
digunakan berisi 6 butir pernyataan yang meliputi (1) Pembentukan tim 
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penyusun/tim pengembang sekolah 1 butir, dan (2) 
Pembekalan/pemahaman regulasi penyusunan 5 butir, untuk hasil 
perhitungan indikatornya adalah sebagai berikut. 
Tabel 10. Hasil Penelitian Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
Indikator 
Pencapaian 
(%) 
Keterangan 
1. Pembentukan tim penyusun 92.5 Sangat Baik 
2. Pembekalan/Pemahaman regulasi 
penyusunan  
92.1 Sangat Baik 
Hasil Keseluruhan 92.2 Sangat Baik 
 
Berdasarkan Tabel 10. dapat diketahui bahwa persiapan penyusunan 
RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan sangat 
baik. Persiapan penyusunan RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta 
mencapai 92.2% yang terdiri dari pembentukan tim penyusun sebesar 
92.5%, dan pembekalan/pemahaman regulasi penyusunan sebesar 
92.1%. 
Berdasarkan data hasil penelitian persiapan penyusunan RKS dan 
RKAS di SMK N 2 Yogyakarta dapat digambarkan dengan diagram seperti 
berikut. 
 
Gambar 17. Diagram Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
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Dari Gambar 17. tersebut, dapat dilihat bahwa indikator dalam 
persiapan penyusunan RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta tingkat 
pencapaian perindikatornya tidak berbeda jauh atau hampir merata.  
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian QMR 
dan dari studi dokumen diperoleh informasi bahwa sekolah telah 
melaksanakan persiapan penyusunan RKS dan RKAS dengan baik. SMK 
N 2 Yogyakarta dalam persiapan penyusunan RKS dan RKAS tersebut 
diawali dengan pembentukan tim penyusun oleh kepala sekolah, yang 
kemudian dilanjutkan dengan koordinasi. Dalam koordinasi ini berisi 
tentang pemberian arahan-arahan oleh kepala sekolah tentang 
penyusunan RKS dan RKAS.  
3. Tahapan Penyusunan RKS dan RKAS 
Pada variabel tahapan penyusunan RKS dan RKAS terdiri dari dua 
sub variabel, yaitu tahapan penyusunan RKS dan tahapan penyusunan 
RKAS. 
a. Tahapan Penyusunan RKS 
Pada sub variabel tahapan penyusunan RKS angket yang 
digunakan terdiri dari 18 butir pernyataan. yang meliputi (1) Identifikasi 
tantangan nyata hasil EDS dan hasil RKS tahun sebelumnya 3 butir, 
(2) Analisa lingkungan 6 butir, (3) Penetapan program strategis, 
indikator, dan strategi pelaksanaan RKS 8 butir, serta (4) Finalisasi 
penyusunan RKS sebutir. Untuk hasil perhitungan indikatornya adalah 
sebagai berikut. 
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Tabel 11. Hasil Penelitian Tahapan Penyusunan RKS  
Indikator 
Pencapaian 
(%) 
Keterangan 
1. Identifikasi tantangan nyata hasil 
EDS & hasil RKS tahun 
sebelumnya 
91.4 Sangat Baik 
2. Analisa lingkungan  88.3 Sangat Baik 
3. Penetapan program strategis, 
indikator dan strategi pelaksanaan 
RKS 
90 Baik 
4. Finalisasi penyusunan RKS 94.1 Sangat Baik 
Hasil Keseluruhan 89.9 Sangat Baik 
 
Berdasarkan Tabel 11. dapat diketahui bahwa tahapan 
penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan 
sangat baik. Tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta 
mencapai 89.9% yang terdiri dari identifikasi tantangan nyata hasil 
EDS dan hasil RKS pada tahun sebelumnya sebesar 91.4%, analisa 
lingkungan sebesar 88.3%, penetapan program strategis, indikator, 
dan strategi pelaksanaan RKS sebesar 90%, serta finalisasi 
penyusunan RKS sebesar 94.1%. 
Berdasarkan data hasil penelitian tahapan penyusunan RKS di 
SMK N 2 Yogyakarta dapat digambarkan dengan diagram seperti 
berikut. 
 
Gambar 18. Diagram Tahapan Penyusunan RKS  
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Dari Gambar 18. tersebut, dapat dilihat bahwa indikator dalam 
tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta tingkat pencapaian 
perindikatornya kurang merata. Pencapaian indikator tertinggi 
terdapat pada finalisasi penyusunan RKS, kemudian identifikasi 
tantangan nyata, penetapan program, dan yang terakhir analisa 
lingkungan. 
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian 
QMR dan dari studi dokumen diperoleh informasi bahwa tahapan 
dalam penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta telah sesuai dengan 
alur penyusunan RKS dari Kemdikbud. Alur penyusunan RKS di SMK 
N 2 Yogyakarta diawali dengan mengidentifikasi tantangan nyata, 
yang selanjutnya menganalisa lingkungan sekolah, menetapkan 
program strategis, menyusun strategi pelaksanaannya, dan terakhir 
finalisasi hasil penyusunan. 
b. Tahapan Penyusunan RKAS 
Pada sub variabel tahapan penyusunan RKAS angket yang 
digunakan terdiri dari 5 butir pernyataan yang meliputi (1) Identifikasi 
prioritas program dalam RKAS 1 butir, (2) penyusunan biaya program 
1 butir, (3) penyusunan jadwal pelaksanaan program 1 butir, dan (4) 
Finalisasi penyusunan RKAS 2 butir. Untuk hasil perhitungan 
indikatornya adalah sebagai berikut. 
Tabel 12. Persiapan Penyusunan RKAS  
Indikator Pencapaian (%) Keterangan 
1. Identifikasi prioritas program 
dalam RKAS  
91 Sangat Baik 
2. Penyusunan biaya program  93.2 Sangat Baik 
3. Penyusunan jadwal 
pelaksanaan program 
91.9 Sangat Baik 
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4. Finalisasi penyusunan RKAS 89.5 Sangat Baik 
Hasil Keseluruhan 91 Sangat Baik 
 
Berdasarkan Tabel 12. dapat diketahui bahwa tahapan 
penyusunan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan 
sangat baik. Tahapan penyusunan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta 
mencapai 91% yang terdiri dari Identifikasi prioritas program dalam 
RKAS 91%, penyusunan biaya program 93.2%, penyusunan jadwal 
pelaksanaan program 91.9%, dan finalisasi penyusunan RKAS 
89.5%. 
Berdasarkan data hasil penelitian tahapan penyusunan RKAS di 
SMK N 2 Yogyakarta dapat digambarkan dengan diagram seperti 
berikut. 
 
Gambar 19. Diagram Tahapan Penyusunan RKAS 
Dari Gambar 19. tersebut, dapat dilihat bahwa indikator dalam 
tahapan penyusunan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta tingkat 
pencapaian perindikatornya hampir merata. Pencapaian indikator 
tertinggi terdapat pada penyusunan biaya program, kemudian 
penyusunan jadwal program, identifikasi prioritas program, dan 
terakhir finalisasi penyusunan. 
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Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian 
QMR dan dari studi dokumen diperoleh informasi bahwa tahapan 
dalam penyusunan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta telah sesuai dengan 
alur penyusunan RKAS dari Kemdikbud. Alur penyusunan RKAS di 
SMK N 2 Yogyakarta meliputi, identifikasi prioritas program, 
penyusunan biaya program, penyusunan jadwal pelaksanaan 
program, dan finalisasi penyusunan RKAS. 
4. Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
Pada variabel pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS angket 
yang digunakan terdiri dari 10 butir pernyataan yang meliputi (1) 
Pengesahan dan sosialisasi RKS 5 butir, dan (2) Pengesahan dan 
sosialisasi RKS 5 butir butir, untuk hasil perhitungan indikatornya adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 13. Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
Indikator Pencapaian (%) Keterangan 
1. Pengesahan dan sosialisasi RKS 90.1 Sangat Baik 
2. Pengesahan dan sosialisasi RKAS 89.6 Sangat Baik 
Hasil Keseluruhan 89.8 Sangat Baik 
 
Berdasarkan Tabel 13. dapat diketahui bahwa pengesahan dan 
sosialisasi RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan 
dengan sangat baik. Pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS di SMK 
N 2 Yogyakarta mencapai rerata 89.8% yang terdiri dari pengesahan dan 
sosialisasi RKS sebesar 90.1%, serta pengesahan dan sosialisasi RKAS 
sebesar 89.6%. 
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Berdasarkan data hasil penelitian pengesahan dan sosialisasi RKS 
dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta dapat digambarkan dengan diagram 
seperti berikut. 
 
Gambar 20. Diagram Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
Dari Gambar 20. tersebut, dapat dilihat bahwa indikator dalam 
pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta tingkat 
pencapaian perindikatornya hampir merata antara pengesahan dan 
sosialisasi RKS dengan RKAS.  
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian QMR 
dan dari studi dokumen diperoleh informasi bahwa tahapan dalam 
pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta telah 
dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaaan Pendidikan 
yang menyatakan bahwa RKS dan RKAS disetujui rapat Dewan Pendidik 
setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan 
berlakunya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
Data dokumen dalam penelitian implementasi penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta ini terdiri dari dokumen regulasi, 
dokumen proses, dan dokumen hasil. Dokumen regulasi terdiri dari peraturan-
peraturan yang berkaitan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah, seperti 
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halnya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 19 Tahun 2005, dan 
Pembaharuannya No. 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015, PP No. 17 
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 
Permendiknas No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan, serta buku panduan penyusunan Rencana Kerja Sekolah. Dalam 
dokumen proses terdiri dari daftar hadir rapat pembentukan tim pengembang 
sekolah, surat tugas tim pengembang sekolah, daftar hadir rapat pembahasan 
draf RKS dan RKAS, dan daftar hadir sosialisasi RKS dan RKAS, sedangkan 
dalam dokumen hasil terdiri dari dokumen EDS, dokumen RKS, dan dokumen 
RKAS.  
Dari data dokumen yang diperoleh dalam penelitian implementasi 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta ini hasilnya 
sebagai berikut.  
Tabel 14. Data Dokumen 
No Dokumen 
1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
3 
PP No. 19 Tahun 2005, dan Pembaharuannya No. 32 Tahun 2013 dan 
Nomor 13 Tahun 2015 
4 
PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan 
5 
Permendiknas No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan 
6 Panduan Penyusunan Renstra Pengembangan Sekolah di SMK 
7 Daftar hadir rapat pembentukan tim pengembang sekolah 
8 Surat tugas tim pengembang sekolah 
9 Daftar hadir rapat pembahasan draf RKS dan RKAS 
10 Daftar hadir sosialisasi RKS dan RKAS 
10 Dokumen EDS  
12 Dokumen RKS 
13 Dokumen RKAS 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ditegaskan bahwa sekolah wajib 
menyususn Rencana Kerja Sekolah. Rencana Kerja Sekolah merupakan 
acuan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
Dengan demikian kegiatan penyusunan Rencana Kerja Sekolah menjadi hal 
yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.  
Di SMK N 2 Yogyakarta, implementasi penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah tersebut sudah berjalan dengan sangat baik, capaian implementasi 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah mencapai 90.9% dari skala maksimal 
100%. Selain itu berdasarkan dari hasil studi dokumen dalam Dokumen Profil 
Mutu Sekolah TA 2015/2016 SMK N 2 Yogyakarta juga menunjukan bahwa 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta secara 
keseluruhan telah memenuhi standar rerata pencapaian minimal, yaitu 2.00. 
Berikut tabel hasil capaian penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 
Yogyakarta. 
Tabel 15. Capaian Penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta 
Kode  Standar  Rerata  
6.1.1.0.0 Cakupan dan mekanisme penetapan visi, misi, dan 
tujuan sekolah 
2.34 
6.1.3.0.0 Kepemilikan Rencana Kerja Sekolah 2.43 
6.2.1.0.0 Realisasi visi dan misi ke dalam Rencana Kerja 
Sekolah 
2.17 
 
Penelitian tentang implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah di 
SMK N 2 Yogyakarta tersebut hasilnya senada dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nunuk Hariyati pada tahun 2014 di SMA SPI Kota Batu, yaitu 
implementasi RPS (Rencana Pengembangan Sekolah) sudah baik, dengan 
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sekolah telah membuat RPS. Proses penyusunan RPS telah sesuai dengan 
alur penyusunan RKJM dan RKAS.  
Penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta tersebut, 
tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan konsep teori perencanaan, yaitu 
dimulai dari (1) Diagnosis, tahap diagnosis berupa pengumpulan data yang 
berkaitan dengan perencanaan sebagai bahan kajian. (2) Tahap perencanaan, 
dan yang terakhir (3) Tahap penyusunan dokumen rencana. Selian itu 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta tersebut juga 
telah sesuai dengan alur penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang dibuat oleh 
Kemdikbud.  
Alur penyusunan RKS, diawali dengan pelaksanaan SPMI melalui 
kegiatan EDS (Evaluasi Diri Sekolah).  Pelaksanaan SPMI ini bertujuan untuk 
mengetahui profil mutu sekolah. Profil mutu sekolah merupakan data capaian 
mutu sekolah yang mencakup 8 aspek SNP. Profil mutu sekolah tersebut 
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah. Setelah 
melakukan kegiatan SPMI barulah dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah. Proses penyusunan Rencana Kerja Sekolah diawali 
dengan tahapan persiapan, yang dilanjutkan dengan tahapan penyusunan, 
dan yang terakhir tahap pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS yang 
telah tersusun tersebut.  
1. Pelaksanaan SPMI 
SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal) merupakan 
kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah. Kegiatan SPMI 
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 
2009 Pasal 5. Kegiatan SPMI dituangkan dalam bentuk kegiatan EDS 
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(Evaluasi Diri Sekolah). Evaluasi Diri Sekolah ditujukan untuk menilai atau 
mengevaluasi dan mengetahui tahapan dalam Standar Pelayanan 
Minimal, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Mutu Pendidikan di 
atas Standar Nasional Pendidikan.  
Berdasarkan data hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 
SPMI atau Kegiatan EDS di SMK N 2 Yogyakarta telah dilaksanakan 
dengan sangat baik. Data pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Yogyakarta 
mencapai 91.3%, dengan sebaran pelaksanaan EDS mencapai 92.7%, 
pemetaan mutu (capaian mutu mencapai 79.4%, dan identifikasi masalah 
mencapai 90.1%), dan rekomendasi program mencapai 90.1%.Data yang 
diperoleh pada angket penelitian pelaksanaan SPMI tersebut juga 
diperkuat dengan hasil data dokumen.  
Tahapan pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Yogyakarta sudah sesuai 
dengan tahapan kegiatan sistem penjaminan mutu internal yang 
dikemukakan oleh Kemdikbud, yaitu melalui kegiatan EDS. Pelaksanaan 
EDS di SMK N 2 Yogyakarta dilakukan setiap setahun sekali. Waktu 
pelaksanaan EDS tersebut dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran. 
Pelaksanaan EDS di SMK N 2 Yogyakarta diawali dengan pengumpulan 
data melalui pengisian instrumen-instrumen yang telah disediakan LPMP 
oleh Kepala Sekolah dan responden, responden yang terdiri dari Siswa, 
Guru, dan Komite Sekolah, yang diambil secara sampling. Instrumen-
instrumen penilaian sekolah yang berisi angket kepala sekolah, telaah 
silabus, RPP dan belajar, angket guru, angket siswa, angket komite 
sekolah, serta rekapitulasi. Angket tersebut berisi butir-butir pernyataan 
yang mencakup 8 SNP. Setelah angket diisi, selanjutnya angket tersebut 
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diolah menggunakan software EDS yang telah disediakan oleh LPMP 
untuk mengetahui hasil dari Evaluasi Diri Sekolah.  
Hasil dari Evaluasi Diri Sekolah berupa profil mutu sekolah selama 
satu tahun. Profil mutu sekolah tersebut menggambarkan ketercapaian 
setiap Standar Nasional Pendidikan. Berikut merupakan capaian mutu 
yang ada di SMK N 2 Yogyakarta pada tahun ajaran 2015/2016. 
Tabel 16. Capaian Mutu SMK N 2 Yogyakarta Tahun 2015/2016 
Kode Standar Rating 
1.0.0.0.0 Standar isi 2.22 
2.0.0.0.0 Standar proses 1.82 
3.0.0.0.0 Standar kompetensi lulusan 1.68 
4.0.0.0.0 Standar PTK 2.47 
5.0.0.0.0 Standar sarana dan prasarana 2.09 
6.0.0.0.0 Standar pengelolaan 1.84 
7.0.0.0.0 Standar pembiayaan 2.13 
8.0.0.0.0 Standar penilaian 1.98 
0.0.0.0.0 Rata-rata 2.03 
Sumber: Dokumen Profil Mutu Sekolah SMK N 2 Yogyakarta TA 2015/2016 
Berdasarkan Tabel 16. di atas, dapat diketahui bahwa capaian mutu 
di SMK N 2 Yogyakarta masih ada yang dibawah standar. Mutu yang masih 
dibawah standar yaitu pada aspek standar proses, standar kompetensi 
lulusan, standar penilaian, serta standar pengelolaan, yang mana standar-
standar tersebut pencapaiannya masih dibawah rerata 2.00. 
Setelah melakukan Evaluasi Diri Sekolah, sekolah mengadakan 
rapat untuk membahas hasil dari Evaluasi Diri Sekolah tersebut bersama 
dengan komite sekolah, pengawas sekolah, serta guru di SMK N 2 
Yogyakarta tersebut, rapat tersebut membahas tentang identifikasi 
masalah-masalah dan cara mengatasinya khusunya mengenai standar-
standar yang belum terpenuhi. Hasil dari evaluasi sekolah tersebut berupa 
dokumen profil mutu selama satu tahun di sekolah tersebut dalam bentuk 
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grafik yang mencakup ketercapaian setiap Standar Nasional Pendidikan. 
Profil mutu yang dihasilkan dari Evaluasi Diri Sekolah tersebut digunakan 
untuk menentukan rekomendasi dalam penyusunan program-program 
kerja dalam RKS dan RKAS pada tahun selanjutnya, sehingga pemetaan 
mutu sekolah tersebut dapat meningkat di tahun selanjutnya. Maka dari itu 
pelaksanaan SPMI merupakan unsur utama dalam penyusunan RKS dan 
RKAS. 
2. Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
Berdasarkan data hasil angket penelitian menunjukan bahwa 
persiapan penyusunan RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta 
menunjukan hasil yang sangat baik dengan capaian 92.2%, dengan 
sebaran pembentukan tim penyusun sebesar 92.5%, dan 
pembekalan/pemahaman regulasi penyusunan sebesar 92.1%, hasil 
tersebut diperkuat dengan data hasil wawancara dan data dokumen.  
Dalam proses persiapan penyusunan RKS dan RKAS di SMK N 2 
Yogyakarta dilakukan melalui pembentukan Tim Pengembang Sekolah 
atau Tim ISO oleh Kepala Sekolah yang kemudian diberikan arahan-
arahan yang terkait penyusunan RKS dan RKAS tersebut oleh kepala 
sekolah. Di SMK N 2 Yogyakarta Tim Pengembang Sekolah atau Tim ISO 
ini merupakan tim yang sama dalam kegiatan EDS yang dibentuk 
menjelang awal tahun pembelajaran baru.  
Untuk lebih rincinya, kegiatan yang dilakukan dalam persiapan 
penyusunan RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta tersebut yaitu, (1) 
Kepala sekolah membentuk tim pengembang sekolah/tim penyusun 
Rencana Kerja Sekolah, (2) Kepala sekolah memberikan arahan tentang 
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dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah, (3) Kepala sekolah 
memberikan arahan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah, (4) Kepala sekolah memberikan arahan tentang 
manfaat penyusunan Rencana Kerja Sekolah, (5) Kepala sekolah 
memberikan arahan tentang hasil yang diharapkan dari penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah, dan (6) Kepala sekolah memberikan arahan 
tentang unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan prosedur penyusunan 
RKS dan RKAS yang ditetapkan oleh Kemdikbud.  
3. Tahapan Penyusunan RKS dan RKAS 
a. RKS (Rencana Kerja Sekolah) 
Berdasarkan data hasil angket penelitian menunjukan bahwa 
tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta menunjukan hasil 
yang sangat baik dengan capaian 89.9%, data tersebut terdiri dari 
identifikasi tantangan nyata hasil EDS dan hasil RKS pada tahun 
sebelumnya sebesar 91.4%, analisa lingkungan sebesar 88.3%, 
penetapan program strategis, indikator, dan strategi pelaksanaan RKS 
sebesar 90%, dan finalisasi penyusunan RKS sebesar 94.1%.  
Tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta diawali 
dengan mengidentifikasi tantangan nyata, yang selanjutnya 
menganalisa lingkungan sekolah, menetapkan program strategis, 
menyusun strategi pelaksanaannya, dan terakhir finalisasi hasil 
penyusunan. 
Mengidentifikasi tantangan nyata, tantangan nyata merupakan 
selisih antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. 
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Identifikasi tantangan nyata dapat dilakukan melalui Evaluasi Diri 
Sekolah, sepertihalnya SMK N 2 Yogyakarta yang mengidentifikasi 
tantangan nyata melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah tersebut.  
Analisa lingkungan sekolah, dengan melakukan analisa sekolah 
tim penyusun dapat memperoleh gambaran tentang tujuan sekolah 
tersebut akan dikembangkan. Dalam melakukan analisa lingkungan 
sekolah, SMK N 2 Yogyakarta mengkaji tentang faktor-faktor eksternal 
dan internal sekolah dalam bidang garapan 8 SNP. 
Menetapkan program strategis, dalam menetapkan program 
strategis SMK N 2 Yogyakarta melakukan analisa program strategis 
menggunakan analisa SWOT. Hal ini bertujuan agar program strategis 
yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan. Setelah menetapkan 
program strategis yang dilakukan selanjutnya yaitu menyusun strategi 
pelaksanaannya agar program tersebut dapat terlaksana dengan 
efektif dan efisien. Penyusunan strategi pelaksanaan ini mencakup 
pembagian koordinator program dan bentuk kegiatannya. 
Setelah program dalam Rencana Kerja Sekolah tersusun, 
langkah selanjutnya yang dilakukan SMK N 2 Yogyakarta yaitu 
melakukan reviu dan dilanjutkan dengan revisi jika ada. Kegiatan 
tersebut dilakukan bersama-sama dengan warga sekolah dan 
pemangku kepentingan sekolah, sampai Rencana Kerja Sekolah 
tersebut siap untuk dilaksanakan.  
Tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta tersebut telah 
sesuai dengan lampiran pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaaan Pendidikan yang 
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menyatakan bahwa RKS harus disusun secara komperhensif dan 
menggambarkan upaya sekolah dalam mencapai 8 SNP sesuai 
dengan potensi sekolah dan dukungan lingkungan sekitar, sehingga 
program kerja sekolah disusun berdasarkan hasil analisis 8 SNP, 
kondisi yang ada di sekolah, dan menganalisa peluang dan tantangan 
yang ada.   
b. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) 
Berdasarkan data hasil angket penelitian menunjukan bahwa 
tahapan penyusunan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta menunjukan hasil 
yang sangat baik yang mencapai 91%, data tersebut terdiri dari 
Identifikasi prioritas program dalam RKAS 91%, penyusunan biaya 
program 93.2%, penyusunan jadwal pelaksanaan program 91.9%, 
dan finalisasi penyusunan RKAS 89.5%. 
RKAS disusun berdasarkan RKS. Tahapan dalam pelaksanaan 
penyusunan RKAS meliputi Identifikasi prioritas program, penyusunan 
biaya program, penyusunan jadwal pelaksanaan program, dan 
finalisasi penyusunan RKAS. Di SMK N 2 Yogyakarta dalam 
mengidentifikasi prioritas program mengacu pada hasil Evaluasi Diri 
Sekolah. Dari hasil Evaluasi Diri Sekolah tersebut, program-program 
yang belum tercapai kemudian didata untuk diprioritaskan pada 
rencana kegiatan di tahun selanjutnya. 
Setelah melakukan identifikasi program, tahapan selanjutnya 
yaitu penyusunan biaya program. Di SMK N 2 Yogyakarta tahapan 
dalam merumuskan biaya sekolah yaitu dengan menganalisa secara 
keseluruhan total dana yang ada, dari dana yang ada tersebut 
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kemudian dibagi-bagikan kedalam setiap program kegiatan sesuai 
dengan rancangan kebutuhan dana dalam program tersebut dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing pemberi 
dana. 
DI SMK N 2 Yogyakarta, setelah program-program selesai 
disusun, selanjutnya SMK N 2 Yogyakarta menyusun jadwal 
pelaksanaan program. Dalam menyusun jadwal pelaksanaan program 
tersebut SMK N 2 Yogyakarta menyesuaikan dengan karakteristik-
karakteristik program tersebut, seperti halnya waktu yang dibutuhkan 
dalam pengerjaan program, siapa saja yang terlibat, apa saja yang 
perlu dipersiapkan, dan sebagainya.  
Setelah penyusunan RKAS selesai, langkah selanjutnya yang 
dilakukan SMK N 2 Yogyakarta yaitu melakukan reviu dan dilanjutkan 
dengan revisi jika ada. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama 
dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah, sampai 
RKAS tersebut siap untuk dilaksanakan. Prosedur penyusunan RKAS 
di SMK N 2 Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaaan Pendidikan yang menyatakan bahwa RKAS disusun 
berdasarkan dari RKS. 
4. Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
Berdasarkan data hasil angket penelitian menunjukan bahwa 
pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta 
menunjukan hasil yang sangat baik yang mencapai 89.9%, yang terdiri dari 
pengesahan dan sosialisasi RKS sebesar 90.1%, serta pengesahan dan 
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sosialisasi RKAS sebesar 89.6%. Hasil tersebut juga diperkuat dengan 
data hasil wawancara dan data dokumen.  
Pengesahan RKS dan RKAS di SMK N 2 Yogyakarta dilakukan 
setelah dokumen tersebut disepakati oleh Komite Sekolah serta disetujui 
oleh Dinas Pendidikan Kota Jogja. Setelah dokumen tersebut disahkan 
yang dilakukan oleh Kepala Sekolah melalui tim Pengembang Sekolah 
atau Tim ISO SMK N 2 Yogyakarta yaitu mensosialisasikan program-
program yang ada tersebut kepada seluruh warga sekolah. Hal tersebut 
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaaan Pendidikan yang menyatakan bahwa 
RKS dan RKAS disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan 
pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan berlakunya oleh Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 
Yogyakarta sudah tergolong sangat baik. Implementasi penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta mencapai 90.9%, dengan meliputi (1) 
Pelaksanaan SPMI mencapai 91.3% dengan kategori sangat baik, yang 
mencakup pelaksanaan EDS sebesar 92.7%, capaian mutu 79.4%, identifikasi 
masalah 90.1%, dan penyusunan rekomendasi program sebesar 94.4%, (2) 
Persiapan penyusunan RKS dan RKAS yaitu mencapai 92.2%, dengan 
pembentukan tim penyusun sebesar 92.5%, dan pembekalan/pemahaman 
regulasi penyusunan sebesar 92.1%, (3) Tahapan penyusunan RKS dan 
RKAS juga sangat baik, untuk tahapan penyusunan RKS di SMK N 2 
Yogyakarta mencapai 89.9%, dan untuk tahapan penyusunan RKAS di SMK 
N 2 Yogyakarta mencapai 91%, serta (4) Pengesahan dan sosialisasi RKS dan 
RKAS mencapai 89.9%, dengan rincian pengesahan dan sosialisasi RKS 
sebesar 90.1%, dan untuk pengesahan dan sosialisasi RKAS sebesar 89.6%.   
Pelaksanaan SPMI yang ada di SMK N 2 Yogyakarta telah sesuai 
dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 5. Pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Yogyakarta 
dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru, dengan prosedur pelaksanaan 
SPMI meliputi pembentukan tim pengembang sekolah, pengumpulan data, 
pengumpulan data melalui angket yang telah disediakan oleh LPMP. Setelah 
itu data yang telah diperoleh diolah menggunakan software EDS yang telah 
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disediakan oleh LPMP, kemudian dilanjutkan dengan menyusun dokumen 
profil mutu sekolah, dan yang terakhir melaporkan hasil pelaksanaan tersebut 
ke Dinas Pendidikan Kota. Hasil dari pelaksanaan SPMI tersebut kemudian 
digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah. 
Dalam tahapan persiapan penyusunan RKS dan RKAS, tahapan yang 
ada di SMK N 2 Yogyakarta telah sesuai dengan sistematika penyusunan RKS 
yang dibuat oleh Kemdikbud. SMK N 2 Yogyakarta dalam persiapan 
penyusunan RKS dan RKAS meliputi pembentukan tim penyusun oleh kepala 
sekolah, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi. 
Dalam tahapan penyusunan RKS dan RKAS, tahapan yang ada di SMK 
N 2 Yogyakarta telah sesuai dengan prosedur yang ada dalam sistematika 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang dibuat oleh Kemdikbud. Alur 
penyusunan RKS di SMK N 2 Yogyakarta diawali dengan mengidentifikasi 
tantangan nyata, yang selanjutnya menganalisa lingkungan sekolah, 
menetapkan program strategis, menyusun strategi pelaksanaannya, dan 
terakhir finalisasi hasil penyusunan, sedangkan untuk alur penyusunan RKAS 
di SMK N 2 Yogyakarta meliputi, identifikasi prioritas program, penyusunan 
biaya program, penyusunan jadwal pelaksanaan program, dan finalisasi 
penyusunan RKAS. 
Di SMK N 2 Yogyakarta, program kerja yang telah disusun disahkan oleh 
kepala sekolah bersama-sama dengan komite sekolah dengan disetujui oleh 
kepala dinas pendidikan kota jogja, pengesahan tersebut sudah sesuai dengan 
prosedur yang ada. Kemudian setelah program kerja tersebut disahkan, 
sekolah mensosialisasikan dan membahasnya dengan seluruh warga sekolah. 
Tahapan dalam pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS di SMK N 2 
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Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaaan Pendidikan 
yang menyatakan bahwa RKS dan RKAS disetujui rapat dewan pendidik 
setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan 
berlakunya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi, antara lain: 
1. Pada pelaksanaan SPMI sudah sangat baik, sehingga dapat digunakan 
sebagai bahan acuan dalam penyusunan yang akan datang. 
2. Pada tahap persiapan penyusunan RKS dan RKAS sudah sangat baik, 
sehingga dapat digunakan sebagai acuan pada saat penyusunan yang 
akan datang. 
3. Pada tahap penyusunan RKS dan RKAS sudah sangat baik, sehingga 
dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan di tahun yang akan 
datang. 
4. Pada tahap pengesahan dan sosialisasi RKS dan RKAS sudah 
dilaksanakan dengan sangat baik, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penyusunan di tahun yang akan datang. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Hasil dari penelitian ini tidak dapat menggambarkan implementasi 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah secara luas atau tidak dapat 
menggambarkan untuk sekolah-sekolah yang lain. Hal ini dikarenakan 
penelitian ini bersifat penelitian studi kasus yang dilakukan di satu tempat 
saja, yaitu di SMK N 2 Yogyakarta. 
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2. Dalam penelitian ini hanya membahas tahapan penyusunan Rencana 
Kerja Sekolah saja, tidak sampai evaluasinya. Hal ini dikarenakan adanya 
batasan waktu dalam meneliti. 
D. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu: 
1. Bagi sekolah, hasil yang diperoleh dalam implementasi penyusunan 
Rencana Kerja Sekolah tersebut sudah sangat baik, sehingga dapat 
dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah pada periode 
selanjutnya. 
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian implementasi penyusunan Rencana Kerja 
Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta ini dapat dijadikan sebagai contoh atau 
rujukan ke SMK-SMK yang lain dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah 
dikarenakan implementasi penyusunan Rencana Kerja Sekolah telah 
dilaksanakan dengan sangat baik. 
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Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 5. Data Penelitian Angket 
1. Data Pelaksanaan SPMI 
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Sambungan 
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2. Data Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
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Sambungan 
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3. Data Tahapan Penyusunan RKS dan RKAS 
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Sambungan 
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4. Data Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS 
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Lampiran 6. Data Hasil Wawancara 
 
DATA HASIL WAWANCARA 
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKOLAH  
DI SMK N 2 YOGYAKARTA 
 
A. Pelaksanaan SPMI 
1. Bagaimana pelaksanaan EDS (Evaluasi Diri Sekolah) di SMK N 2 
Yogyakarta? 
Jawaban: “Pelaksanaan EDS dilakukan setiap awal tahun dengan 
menggunakan software dari LPMP sebagai input penilaian diri sekolah 
dengan responden meliputi siswa, komite, guru, dan pihak terkait yang 
berhubungan dengan sekolah”. 
2. Langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan dalam pelaksanaan EDS 
(Evaluasi Diri Sekolah) di sekolah? 
Jawaban: “Hal-hal yang dipersiapkan yaitu software yang berasal dari 
LPMP yang didalamnya terdapat instrumen-instrumen yang mencakup 8 
SNP, serta yang dibutuhkan selanjutnya yaitu responden. Setelah data 
diperoleh kemudian diinput kedalam software tersebut untuk diolah yang 
kemudian diperoleh data tentang hasil EDS tersebut”. 
3. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan EDS (Evaluasi Diri 
Sekolah)? 
Jawaban: “kendala yang ada yaitu ketersediaan waktu dalam pengerjaan, 
hal ini dikarenakan selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan EDS, tim pengembang sekolah juga mempunyai tugas-tugas yang 
lain dalam hal kegiatan belajar mengajar”. 
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4. Bagaimana cara sekolah dalam menangani kendala-kendal yang ada 
selama proses EDS (Evaluasi Diri Sekolah)? 
Jawaban: “membuat tim diakhir tahun atau sebelum ajaran baru, sehingga 
tim atau guru yang terlibat dapat mempersiapakan kegiatan-kegiatan yang 
terkait sejak dini”. 
5. Setelah EDS (Evaluasi Diri Sekolah) selesai dilaksanakan, bagaimana 
sekolah dalam merumuskan hasilnya? 
Jawaban: “Setelah EDS selesai dilaksanakan akan menghasilkan output 
berupa data, data yang diperoleh tersebut menunjukan profil sekolah, dari 
profil sekolah tersebut didapat gambaran tentang hasil pelaksanaan 8 SNP 
yang ada di sekolah. Data tersebut sudah berbentuk data akhir atau berupa 
hasil pengolahan, sehingga melalui software EDS dari LPMP tersebut 
secara langsung sudah berupa hasil akhir atau rumusan hasil”. 
6. Bagaimana tahapan yang dilakukan sekolah dalam memetakan mutu 
sekolah? 
Jawaban: “Data dari hasil EDS akan menunjukan standar nasional 
pendidikan yang ada di sekolah, dari data tersebut menghasilkan standar 
nasional pendidikan yang telah dan belum tercapai. Seperti itulah cara 
memetakan mutu yang ada di sekolah”.  
7. Seberapa besar pemenuhan program yang ada di sekolah setiap 
tahunnya? 
Jawaban: “untuk pencapaian program yang telah dirumuskan rata-rata 
ketercapaiannya kurang lebih 80% dari seluruh program yang dibuat”.  
8. Bagaimana sekolah menyikapi program-program yang belum terpenuhi? 
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Jawaban: “Dari program yang belum terpenuhi pada tahun sekarang, maka 
program tersebut akan direncanakan kembali di tahun selanjutnya, dengan 
langkah-langkah pencapaian yang telah disempurnakan. Langkah-langkah 
tersebut diperoleh melalui analisa SWOT”.    
9. Siapa saja yang dilibatkan dalam merekomendasikan program yang akan 
disusun dalam perencanaan pada tahun berikutnya? 
Jawaban: “Yang terlibat dalam penyusunan program yaitu tim 
pengembang sekolah dengan dibantu oleh warga sekolah yang lain, 
seperti komite sekolah, guru, karyawan, dan siswa”. 
10. Bagaimana cara sekolah dalam menentukan skala prioritas program yang 
akan disusun pada tahun berikutnya? 
Jawaban: “Cara menentukan skala prioritas program yaitu didasarkan dari 
program-program yang belum tercapai nilai standarnya dalam SNP”.  
B. Persiapan Penyusunan RKS dan RKAS 
1) Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan dan penyusunan rencana 
kerja sekolah di SMK N 2 Yogyakarta ini? 
Jawaban: “yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja sekolah yaitu tim 
pengembang sekolah atau tim ISO beserta warga sekolah yang terlibat 
antara lain guru, siswa dan komite sekolah”. 
2) Apa saja persiapan yang dilakukan oleh sekolah dalam pengembangan 
dan penyusunan rencana kerja sekolah? 
Jawaban: “Persiapan yang dilakukan yaitu membentuk tim penyusun 
dalam hal ini tim pengembang sekolah yaitu tim ISO, setelah tim terbentuk 
langkah selanjutnya melakukan koordinasi, setelah itu melakukan evaluasi 
diri sekolah, dari evaluasi diri sekolah tersebut didapat profil sekolah, dari 
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profil diri sekolah ini hasilnya dianalisi yang kemudian dirumuskan kedalam 
draf rencana kerja sekolah yang kemudian dirapatkan secara bersama 
dengan warga sekolah untuk memperoleh hasil yang mufakat, yang 
kemudian draf  tersebut dipresentasikan kepada Dinas Pendidikan Kota 
Jogja, kemudian dari hasil presentasi tersebut dilakukan revisi jika ada. 
Setelah hasil direvisi kemudian dilaporkan kembali kepada Dinas 
Pendidikan Kota Jogja sampai disetujui. Setelah itu hasilnya disahkan, 
yang selanjutnya disosialisasikan kepada warga sekolah”. 
C. Tahapan Penyusunan RKS  
1. Bagaimana tahapan dalam pengembangan dan penyusunan RKS 
(Rencana Kerja Sekolah) yang ada di SMK N 2 Yogyakarta? 
Jawaban: “Tahapan dalam penyusunan rencana kerja sekolah yang ada di 
SMK N 2 Yogyakarta yaitu diawali dengan pembentukan tim ISO oleh 
kepala sekolah, setelah itu kepala sekolah memberikan arahan-arahan 
terkait penyusunan rencana kerja sekolah. Tim ISO bertugas 
mengumpulkan data-data dan menyusun draf rencana kerja sekolah, 
setelah itu membahas dan mereview draf tersebut kepada warga sekolah 
dan mempresentasikan kepada Dinas Pendidikan Kota Jogja, setelah draf 
tersebut disetujui oleh Dinas Pendidikan langkah selanjutnya yaitu 
mencetak rencana kerja sekolah tersebut untuk disahkan. Setelah 
disahkan langkah yang selanjutnya yaitu disosialisasikan kepada seluruh 
warga sekolah”.  
2. Bagaimana cara dalam mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi 
oleh sekolah? 
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Jawaban: “Cara menghadapi tantangan nyata yang dihadapi sekolah yaitu 
menggunakan analisis SWOT”. 
3. Bagaimana cara melaksanakan analisa kondisi yang dilakukan sekolah 
dalam menyusun perencanaan rencana kerja sekolah? 
Jawaban: “Cara melaksanakan analisa kondisi sekolah yaitu 
menggunakan analisis SWOT”. 
4. Bagaimana cara menentukan program yang strategis dalam rencana kerja 
sekolah? 
Jawaban: “Cara menentukan program strategis dalam rencana kerja 
sekolah yaitu mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah, serta hasil 
evaluasi diri sekolah dan juga dari analisis SWOT yang telah dilakukan”.  
5. Hal apa saja yang dipertimbangkan dalam merumuskan program strategis 
sekolah? 
Jawaban: “Yang dipertimbangkan dalam merumuskan program strategis 
sekolah yaitu prioritas kebutuhan sekolah dan juga dari kerealitisan 
program tersebut untuk dilaksanakan”. 
6. Bagaimana cara menentukan strategi pencapaian program strategis yang 
telah disusun oleh sekolah? 
Jawaban: “Cara menentukan strategi pencapaian program yang telah 
disusun yaitu dengan cara membuat jadwal pelaksanaan disertai 
penanggung jawab program yang kemudian dilakukan pemantauan secara 
periodik selama program tersebut berlangsung. Selama proses 
pemantauan tersebut jika didapatkan hasil yang kurang dari tujuan akan 
dilakukan evaluasi, untuk memaksimalkan hasil atau ketercapaian dari 
program tersebut”. 
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D. Tahapan Penyusunan RKAS 
1. Bagaimana tahapan dalam pengembangan dan penyusunan RKAS 
(Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang ada di SMK N 2 
Yogyakarta? 
Jawaban: “Tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 
sekolah ini diawali dengan penyusunan rencana kegiatan sekolah, dari 
rencana kegiatan sekolah tersebut, program-program yang telah dibuat 
dijabarkan menjadi lebih rinci yang meliputi kegiatan, sasaran, tujuan, tolak 
ukur/identifikasi pencapaian program, waktu pelaksanaan, dan sumber 
dana kegiatan”. 
2. Hal apa saja yang dipertimbangkan dalam merumuskan rencana kegiatan 
sekolah? 
Jawaban: “Hal yang dipertimbangkan dalam merumuskan rencana 
kegiatan sekolah tersebut yaitu waktu pelaksanaan dan sumber dana 
dalam kegiatan tersebut”.  
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam merumuskan rencana kerja sekolah? 
Jawaban: “Yang terlibat dalam perumusan kegiatan sekolah yaitu Tim ISO 
dan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, karyawan, siswa, dan komite 
sekolah, serta pihak lain yang terkait dengan sekolah”. 
4. Bagaimana tahapan dalam merumuskan biaya kegiatan sekolah? 
Jawaban: “Tahapan dalam merumuskan biaya kegiatan sekolah yaitu 
dengan menganalisa secara keseluruhan dari total dana yang ada, dari 
dana yang ada tersebut kemudian dibagi-bagikan kedalam setiap program 
kegiatan sesuai dengan rancangan kebutuhan dana dalam program 
tersebut”. 
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5. Hal apa saja yang dipertimbangkan dalam menyusun jadwal pelaksanaan 
kegiatan sekolah? 
Jawaban: “Hal yang dipertimbangkan dalam menyusun jadwal 
pelaksanaan kegiatan yaitu menyesuaikan dengan jumlah hari efektif 
pembelajaran dalam periode satu tahun”.   
6. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan 
sekolah? 
Jawaban: “Yang terlibat dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan 
sekolah tersebut yaitu tim ISO dan staf sekolah”. 
E. Pengesahan dan Sosialisasi RKS dan RKAS  
1. Siapa saja yang terlibat dalam pengesahan dokumen RKS dan RKAS yang 
telah disusun oleh sekolah? 
Jawaban: “Yang terlibat dalam pengesahan dokumen rencana kerja 
sekolah yaitu dinas pendidikan kota jogja, kepala sekolah, dan komite 
sekolah”. 
2. Bagaimana proses pengesahan RKS dan RKAS yang telah disusun oleh 
sekolah? 
Jawaban: “Proses pengesahan RKS dan RKAS yang telah disusun oleh 
sekolah yaitu dengan menandatangani dokumen tersebut mulai dari kepala 
sekolah, komite sekolah, yang kemudian tanda tangan oleh kepala dinas 
pendidikan kota jogja sebagai tanda menyetujui dokumen tersebut”. 
3. Bagaimana cara sekolah dalam mensosialisasikan hasil RKS dan RKAS 
yang telah disusun? 
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Jawaban: “Cara sekolah dalam mensosialisasikan hasil RKS dan RKAS 
tersebut dengan cara melalui pertemuan/rapat sosialisasi dokumen 
tersebut”. 
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Lampiran 7. Data Hasil Dokumen 
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Beberapa Cuplikan Data Dokumen: 
1. Surat Tugas Pembentukan TIM ISO/Pengembag Sekolah 
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2. Cuplikan Dokumen Profil Mutu Sekolah 
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3. Cuplikan Dokumen RKS/RKJM 
 
204 
 
 
 
 
 
 
 
205 
 
4. Dokumen Daftar Hadir Revisi Dokumen RKS  
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5. Cuplikan Dokumen RKT 
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6. Daftar Hadir Rapat Sosialisasi RKS dan RKAS 
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Lampiran 8. Bukti Selesai Revisi 
 
 
 
